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ABSTRAK

Akta Otentik adalah akta yang kebenaran Formal Materiil serta unsur-nsur Subyektif dan

Unsur Obyektif harus sesuai dengan Peraturan PangAdndangan yang berlaku. Penelitian ini
menganalisis bentuk pertanggungjawaban notarisgselaejabat pembuat akta terhadap akta yang
mengandung cacat secara formal dan akibat hukuradap akta otentik jika saksi-saksi dalam aktetida
hadir pada saat akta dibacakan. Metode penelittany Wigunakan adalah penelitian hukum normatif,
yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan caemetiti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder
sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan mwaigm pendekatan undang-undang dan
pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjuldeamva Akta Notaris yang tidak memenuhi syarat
Formal dan Materiil serta tidak memenuhi Unsur 8ktij dan Unsur Objektif, maka akta tersebut dapat
menjadi batal demi hukum, dan/atau dapat dibatalKetidakhadiran saksi—saksi pada saat pembacaan
dan penandatanganan minuta akta dapat membuatrisndiayatakan memberikan keterangan palsu
dalam akta otentik.

Kata Kunci: Akta Otentik, Tanggung jawab Notaris, Kebenaranmkral, Kebenaran Materil

ABSTRACT

Authentic Deed is a deed in which the truth of Hmemal and Material and Subjective elements and the
Objective Elements must be in accordance with fidieable Laws and Regulations. This study analyzed
the form of notary's responsibility as an officrabking deeds on deeds that formally defects anal leg
consequences for authentic deeds if the withesstideed are not present at the time the dewhis
The research method used normative legal reseaarhely legal research conducted by examining
library materials or secondary legal material wtithe problem approach is carried out using a legal
approach and conceptual approach. The resultseo$ttidy indicate that the Notary Deed that does not
meet the Formal and Maternal requirements and doesneet the Subjective Elements and Objective
Elements, then the deed can be null and void, ardcAn be canceled. The absence of witnesseg at th
time of reading and signing the Minuta deed canerthk notary be declared to give false informaiion
an authentic deed.

Key words: Authentic Deed, Notary Responsibility, Formal TriNfaterial Truth
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PENDAHULUAN

Masyarakat di era globalisasi ini telah mengalaernkembangan yang cukup
pesat, dengan perkembangan yang semakin pesdiuerkebutuhan masyarakat atas
jasa notaris semakin dibutuhkan. Hal ini terutamkait dari perbuatannya dengan
adanya keinginan dari masyarakat untuk menyatakbheridak, alat bukti yang otentik
dengan salah satunya adalah digunakan untuk alkti Halam suatu perkara di
Pengadilan.

Pejabat Umum adalah organ negara yang diperlengtapgan kekuasaan
umum, berwenang menjalankan sebagian dari kekuasamom, berwenang
menjalankan sebagian dari kekuasaan negara untakbuoat alat bukti tertulis dan
otentik dalam bidang hukum perdat&#asal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimatedielaah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undanigshi¢nNomor 30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan : “Netadalah pejabat umum yang
berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenarigamya sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang ini *“.

Akta notaris harus mengandung syarat-syarat ygmgyldkan agar tercapai sifat
otentik dari akta itu misalnya mencantumkan idastifpara pihak, membuat isi
perjanjian yang dikehendaki para pihak, menandatarekta, dan sebagainya. Apabila
syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka akta tersebdapat dibatalkan
(vernitigbaar )atau batal demi hukumivenrechtswege nietig Jidak menyalahi pasal
1869 KUHPerdata dan 1320 KUHPerdata (pada pringsipopyek dan subyek
perjanjian)?

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf | UUJN, Notaagb membacakan akta
dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh palingkisedua orang saksi dan
ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadsfsi-saksi dan notaris. Tujuan

pembacaan akta ini adalah agar para pihak salimget&hui isi dari akta tersebut sebab

Wawan Setiawan, “Kedudukan dan Keberadaan Pejamantserta PPAT dibandingkan dengan
kedudukan Pejabat Tata Usaha Negara Menurut Sitgkarll Nasional”, Makalah, disampaikan dalam
acaraUpgrading Pengurus Pusat Pejabat Pembuat Akta Tardakarta, 2 Juli 2001, hal. 8

2 Herlien Budiono,Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang KenotaigtCitra Aditya
Bakti, Bandung, 2008 hal.281.
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isi dari akta itu merupakan kehendak para pihaknb2eaan akta ini juga dilakukan
agar pihak yang satu tidak merasa dirugikan apaéit#apat keterangan atau redaksi
akta yang memberatkan atau merugikan terhadap pitiag lain. Dalam prakteknya
sering terjadi notaris dilibatkan jika terjadi par antara para pihak, padahal sengketa
yang terjadi bukanlah antara para pihak dengarrinateengingat notaris bukan pihak
dalam akta yang dibuatnya, namun notaris seringushdeluar masuk gedung
pengadilan untuk mempertanggung jawabkan aktanyakimen hanya terkadang
sebagai saksi.

Notaris sebagai pejabat umum kepadanya dituntggtarg jawab terhadap akta
yang dibuatnya. Apabila akta yang dibuat ternyailaeldkang hari mengandung
sengketa misalnya dengan memuat keterangan pad#a nal ini perlu dipertanyakan,
apakah akta ini merupakan kesalahan notaris ataaldtean para pihak yang tidak
memberikan data (keterangan dan dokumen) yang aeben dan para pihak
memberikan keterangan yang tidak benar ataukahyadkesepakatan yang dibuat
antara notaris dengan salah satu pihak yang meaghadpabila akta yang
dibuat/diterbitkan notaris mengandung cacat hukwarerhka kesalahan notaris baik
karena kelalaian maupun karena kesengajaan ndatasendiri maka notaris itu harus

memberikan pertanggungjawaban secara moral darasaaaum.

RUMUSAN MASALAH

1) Apa pertanggungjawaban notaris sebagai pejabat ymnaixta terhadap akta yang
mengandung cacat secara formal ?

2) Apa akibat hukum terhadap akta otentik jika saksiaksi dalam akta tidak hadir
pada saat akta dibacakan ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukwormatif yang dilakukan untuk
mencari pemecahan masalah atas permasalahan hi#ngragia. Pendekatan penelitian yang
digunakan adalah pendekatan undang-undatajufe approachdan pendekatan konseptual

(conceptual approagh
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PEMBAHASAN
Pertanggungjawaban Notaris Sebagai Pegabat Pembuat Akta Terhadap Akta
Yang Mengandung Cacat Secara For mal

Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akitikoinengenai semua
perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang dihanugieh peraturan perundang —
undangan atau yang dikehendaki oleh yang berkeymamti untuk dinyatakan dalam
akta otentik, serta kewenangan lain sabagaimana ydimaksud dalam UUJN
semuanya sepanjang tidak juga ditugaskan atauudikkan kepada pejabat lain atau
orang lain yang ditetapkan oleh undang—undang (Raaagka 1 Jo. Pasal 15 UUJN)
dapat kita pahami bahwa Jabatan Notaris merupakatn gabatan yang penting, luhur
dan terhormat, sehingga sudah selayaknya dan bahkanpakan keharusan diatur
dalam suatu undang—undahg.

Notaris dalam menjalankan jabatannya, harus bengeteguh pada 2 (dua)
parameter yang diatur dalam UUJN, yaitpertama,Notaris mempunyai kewenangan
untuk melakukan penyuluhan hukum berkaitan dengéan yang dibuatnya ( Pasal 15
ayat 2 UUJN ). Peran notaris dalam membuat aktatiktbukanlah sekedar juru tulis
atau notulis, yang fungsinya hanya mendengar kajarapenghadap yang disampaikan
kepada Notaris, kemudian menuangkan mentah—mergtrakgan itu dalam akta,
membacakan akta dan menandatangani akta. Sebggbatdmum yang mengemban
Kepercayaan Negara dan Masyarakat, Notaris wajimlmeekan Penyuluhan Hukum,
agar keterangan yang diberikan itu sesuai dengaamhukumKedua,Notaris wajib
menolak membuat akta jika keterangan dan atau dii@-formal yang disampaikan
bertentangan dengan aturan hukum ( Pasal 16 dyauid UUJN ).

Kewenangan notaris diberikan oleh Undang-undangtdabNotaris, berkaitan
dengan kebenaran materiil atas akta otentiknya @Kkakukan tanpa kehati-hatian
sehingga membahayakan masyarakat dan atau menembd&rugian baik yang
dilakukan dengan sengaja maupun tidak dan perbuatzebut diancam dan atau
memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka notamgshamempertanggung jawabkan

perbuatan tersebut secara pidana.

3 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap ®™d.30 Tahun 2004
Tentang Jabatan NotarifRefika Aditama, Bandung, 2008, hal 23
4
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Bahwa dalam akta Notaris dapat batal demi hukuntahdiéka syarat Subyektif
dan obyektif nya tidak terpenuhi. Ketentuan Pass831KUHPerdata menentukan :
“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokokusbarang yang paling sedikit
ditentukan jenisnya yang di kemudian hari jumlabréing) tersebut dapat ditentukan
atau dihitung”. Selanjutnya ditegaskan dalam Pds285 KUHPerdata : “Suatu
perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat &asesuatu sebab yang palsu atau
terlarang, maka perjanjian tersebut tidak mempukgkuatan, ini membuktikan bahwa
setiap perjanjian harus mempunyai kausa yang hdlabih lanjut menurut Pasal 1336
KUHPerdata: “Jika tidak dinyatakan sesuatu selethpt ada sesuatu sebab yang halal
ataupun jika ada sesuatu sebab lain daripada yeygtdkan persetujuannya namun
demikian adalah sah.”

Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilaranguidang-undang, atau apabila
berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban urSehingga dengan demikian suatu
perjanjian batal demi hukum, jika :

1. Tidak mempunyai objek tertentu yang dapat ditemuka
2. Mempunyai sebab yang dilarang oleh undang-undaag &erlawanan dengan
kesusilaan atau ketertiban umum.

Jabatan Notaris merupakan jabatan yang terhoreiét guatu jabatan yang
dalam pelaksanaannya mempertaruhkan jabatannyamengmatuhi dan tunduk pada
UUJN dan Kode Etik Notaris. Dengan demikian dih&easp agar notaris dalam
menjalankan jabatannya mempunyai integritas momaigdn memperhatikan nilai
agama, sosial dan budaya yang berlaku dalam m&sya@leh karena itu seorang
notaris tidak mungkin menerbitkan suatu akta yammgandung cacat hukum dengan
cara sengaja, akan tetapi tidak menutup kemungkbehwa diluar sepengetahuan
notaris para pihak/penghadap yang meminta untuluathlan akta memberikan
keterangan-keterangan yang tidak benar dan merkgralsurat-surat/dokumen-
dokumen yang tidak benar sehingga setelah semudityeng kedalam akta lahirlah
sebuah akta yang mengandung keterangan palsu isamgphikan oleh penghadép.

4 G.H.S. Lumban TobingPeraturan Jabatan Notarigrlangga, Jakarta, 1996, hal.3.
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Bila seorang notaris dapat dibuktikan ikut sebadader Intelektual” atau“lde
Guide” dapat diancam pidana pasal 55 Kitab Undang-Undanguid Pidana
( KUHP ) yang menyatakan :

Dipidana sebagai si Pembuat sesuatu tindak pidana ;

Ke — 1, orang melakukan yang menyuruh melakukam ydag turut melakukan
perbuatan itu ;

Ke — 2, orang yang dengan pemberian upah, penmgngalah memakai
kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, ancaavatipa karena memberi
kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengegaghasut supaya
perbuatan tersebut.

Dalam hal tersebut, menentukan bahwa tindak pidaayuruh mencantumkan
suatu keterangan palsu didalam suatu akta otendikupakan suatu tindak pidana
pemalsuan. Dengan terjadinya kasus semacam ini raké@a menyebabkan notaris
harus mempertanggungjawabkan akta yang telah dipaatmengingat notaris
merupakan pejabat umum yang berwenang membuabteatk dan akta otentik yang
dibuatnya setelah ditandatangani oleh para pihajadedokumen negara. Sehubungan
dengan hal tersebut diatas notaris dalam mempeguaggawab kan akta yang telah
diterbitkannya untuk dapat diperiksa atau dipradek aparat hukum.

Adanya kewenangan notaris yang diberikan oleh updadang Jabatan
Notaris, berkaitan dengan kebenaran materiil dtts @tentiknya, jika dilakukan tanpa
kehati-hatian sehingga membahayakan masyarakatdamenimbulkan kerugian baik
yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak daruatenh tersebut diancam dan atau
memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka notamigshamempertanggung jawabkan
perbuatan tersebut secara perdata maupun pidana.

Sejak kehadiran penghadap di hadapan notaris umukiangkan tindakan atau
perbuatannya dalam bentuk akta otentik, kemudiatariso membuat akta otentik
tersebut sesuai keinginan para penghadap dengamperteatikan syarat dan ketentuan
yang ditetapkan oleh UUJN, maka sejak penandatangakta tersebut oleh para pihak,
saksi-saksi dan notaris, lahirlah hubungan hukutaramotaris dengan para penghadap.

Hubungan hukum tersebut yaitu adanya kepercayaanpaak atau penghadap
kepada notaris dalam menuangkan keinginannya pzata skta otentik, karena para

pihak ingin dengan akta otentik yang dibuat oletans tersebut akan menjamin bahwa

6
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akta yang dibuat tersebut sesuai dengan aturamhykng sudah ditentukan, sehingga
kepentingan para pihak terlindungi dengan adaniataksebut.

Dengan kata lain bahwa akta otentik menjamin adakgpastian hukum.
Dengan demikian dapat dihindari kerugian maupumglseta yang terjadi dikemudian
hari karena adanya pihak—pihak yang memberikarrdegan palsu. Dengan hubungan
hukum seperti itu, maka perlu para penghadap, kapala saat pertemuan tersebut
belum terjadi permasalahan ditentukan kedudukarurgdn hukum tersebut yang
merupakan awal dari tanggunggugat Notaris. Padarmes hubungan hukum antara
notaris dengan para pihak yang telah membuat aktatilo di hadapan notaris tidak
dapat dikonstruksikan / ditentukan pada awal parsematau hubungan antara notaris
dengan para penghadap, karena pada saat perteneusebut belum terjadi
permasalahan. Dalam hal ini tidak hanya akta dtegéing kekuatan hukumnya
mengalami penurunan menjadi akta yang berkekuaaagai tulisan hukum atau akta
dibawah tangan, namun tentunya harus ada ganti yamgg harus ditanggung oleh

Notaris.

Akibat Hukum Terhadap Akta Otentik Notariil Jika Saksi - Saksi Dalam Akta
Tidak Hadir Pada Saat Akta Dibacakan

Akta otentik sebagai akta yang dibuat oleh notsecara teoritis adalah surat
atau akta yang sejak semula dengan sengaja sexsara dibuat untuk pembuktian.
Sejak semula dengan sengaja berarti bahwa sejakdiwetnya surat ini tujuannya
adalah untuk pembuktian di kemudian hari jika girengketa, sebab surat yang tidak
dengan sengaja dibuat sejak awal sebagai alat bepérti surat korespondensi biasa.
Dikatakan dengan resmi karena tidak dibuat di bawaigan. Sedangkan secara
dogmatis yakni menurut Pasal 1868 KUHPerdata, salktia otentik adalah akta yang
bentuknya ditentukan oleh undang-undanglke in de wettelijke vorm is verledetan
dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai (p@jaipatim (door of ten overstaan
van openbaare ambtenaréryang berkuasa untuk itugartoe bevoegdditempat akta
tersebut dibuatny2.

5> Habib Adjie,Op.Cit.,hal. 38
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Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata, akta otentdgdb (dua) yaitu :

1. Akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang legrang dan;

2. Akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat y@ergvenand.

Akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang bewgnpada dasarnya dapat
diidentifikasi dari dua ciri khas yaitu :

1. Inisiatif datang dari orang kepada siapa akta iherkan, seperti panggilan atau
berita acara ;

2. Meskipun demikian dalam hal tertentu dimungkinkdargya permohonan dari orang
yang bersangkutan. Demikian halnya juga yang tepada pejabat Notaris dalah hal
tertentu dapat juga bertindak membuat akta yangatiilblehnya sebagai pejabat
yang berwenang. Misalnya berita acara rapat umumegang saham (RUPS)
perseroan. Dalam kasus ini notaris hanya berfumgsnbuat laporan tentang hal
yang terjadi, dibicarakan dan diputuskan dalam RU®Sebut. Notaris hanya
mengkonstantir atau menentukan segala tingkahgdakai peserta RUPS yang hadir.

Sementara akta yang dibuat dihadapan pejabat yamgebang seperti notaris
terdapat ciri pokok yang mesti dipenuhi agar, ggambuatan itu memenuhi syarat akta
otentik yaitu :

1. Pada umunya bersifgiartij, artinya yang datang dihadapan notaris paling tidak
terdiri dari dua pihak. Ada penjual dan ada pemb&ng satu pihak kreditur yang
satu lagi pihak debitur. Oeh karena pihak bergattj maka akta otentik yang
dibuat oleh notaris tersebut disebut sebagai akia pihak, sedangkan isinya disebut
persetujuan para pihak ;

2. Inisiatif datang dari para pihak, para pihak atam&uan sendiri datang ke kantor
notaris. Dihadapan notaris kedua belah pihak ataa pihak dapat memberi atau
menyampaikan keterangan sendiri, dan keterangarg ydisampaikan dapat
berbentuk lisandral) atau tulisan(in writing). Para pihak meminta kepada notaris,

agar keterangan yang mereka sampaikan dituanghkam dentuk akta ;

6 Hatta Isnaini Wahyu Utomo, “Pelaksanaan Tugas tdab&lotaris : Bahan Diskusi Dalam
Persiapan Menghadapi Ujian Kode Etik Notaris”, dipaikan pada acarBelajar Bareng Alumni
Univeritas Narotama, 12 Februari 2017, hal. 14
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3. Notaris bersifat pasif: pada prinsipnya notarisliat pasif melayani para pihak yang
menghadap kepadanya. Dia hanya bertugas mencatatanuliskan dalam akta
apa-apa yang diterangkan para pihak. Tidak berhakgobah, mengurangi atau
menambah apa yang diterangkan para penghadap.

Saksi Akta Notaris merupakan para saksi yang ikuiasdi dalam pembuatan
terjadinya aktdinstrumen), maka dari itulah disebut Saksi Instrumentair
(Instrumentaire Getuigen).

Bahwa salah satu syarat formal akta Notaris sebvaye tersebut dalam Pasal
38 UUJN dan mengenai saksingtrumentair) ini ditegaskan dalam Pasal 38 ayat (4)
huruf ¢ UUJN bahwa pada akhir atau penutup aktashaemuat nama lengkap, tempat
dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi.
Secara keseluruhan akta Notaris, akan disebutNddaris lengkap jika semua syarat
formal tersebut dipenuhi sehingga mempunyai kekugembuktian yang sempurna,
sehingga kedudukan saksi akta yang merupakan satah syarat formal sudah
dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pada dasarnya, akta mempunyai dua fungsi yaitusfuiogmal ( formalitas
causa )dan fungsi alat bukij probations causa. JFormalitas causaartinya berfungsi
untuk lengkapnya atau sempurnanya suatu perbuatamt) jadi bukan hanya sahnya
perbuatan hukum. Jadi adanya akta merupakan sj@ragl untuk adanya suatu
perbuatan hukunProbationis causderarti akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti,
karena sejak awal akta tersebut dibuat dengan jgengtuk pembuktian dikemudian
hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bknakta ini tidak membuat sahnya
perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakaagselalat bukti dikemudian hati.

Akta otentik mempunyai kekuatan bukti formal dartené Formal yaitu bahwa
benar para pihak sudah menerangkan apa yang dialeésn akta itu. Materiilnya,
bahwa apa yang diterangkan tadi adalah benar. Beurstatus kekuatan alat bukti
akta Notaris, dapat terjadi jika dalam pembuatda tdsebut ada hal-hal yang sifatnya
wajib dilakukan Notaris, ternyata dalam proses peatdn aktanya disimpangi oleh

” A.A. Andi Prajitno,Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notdrladbnesia?Sesuai
UUJN Nomor 2 Tahun 201#erwira Media Nusantara, Surabaya, 2015, hal.54
8 Herlien BudionoOp.Cit.,hal. 34
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Notaris, dan melanggar persyaratan ketentuan yarigkin dalam suatu aturan dan atau
suatu Undang-Undang, banyak pelanggaran—pelanggarandilakukan oleh Notaris
dalam proses pembuatan aktanya, pelanggaran e@sjaali dalam hal Notaris pada saat
membuat akta tidak menjamin kebenaran formal &t@syang dibuatnya tersebut, yang
dapat dikatakan terjadi pelanggaran proseduraimd@leambuatan akta, salah satu nya
adalah tidak hadirnya saksi—saksi dalam pembacaapehandatanganan akta.

Pada pasal 16 ayat 1 Huruf [, ditentukan bahwaDaldm menjalankan
jabatannya Notaris berkewajiban membacakan aktaddpan penghadap dengan
dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi datarttiatangani pada saat itu juga oleh
penghadap, saksi dan Notaris “. Dalam penjelastankuan Pasal 16 Ayat (1) Huruf I,
UUJN berbunyi, sebagai berikut : "Notaris harusihsaécara fisik dan menandatangani
akta dihadapan penghadap dan saksi ”. Mengenaintkete tersebut terdapat
pengecualian sebagaimana disebutkan dalam Pasayal6(3) angka 7 UUJN yang
mengatur sebagai berikut :

“Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada aydtu(@) | tidak wajib
dilakukan, jika penghadap menghendaki agar aktaktidibacakan karena
penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, damah@eni isinya, dengan
ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam perakta serta pada setiap
halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, salsi,Notaris ”

Apabila syarat formal dalam pembuatan akta tidaget@uhi maka, akta yang
dibuat Notaris tersebut hanya mempunyai kekuatambp&tian sebagai akta dibawah
tangan, selain itu terhadap akta dapat dimintakembatalan oleh para pihak yang
dirugikan kepada Pengadilan dengan alasan tidpkriehinya syarat formal pembuatan

akta sebagaimana telah diatur dalam Peraturan ®@rgrundangan yang berlaku.

PENUTUP
Kesimpulan

Akta Notaris yang tidak memenuhi syarat Formal ddateriil serta tidak
memenuhi Unsur Subjektif dan Unsur Objektif, maktdersebut dapat menjadi batal
demi hukum, dan / atau dapat dibatalkan, apabiéalghya untuk membatalkan akta
tersebut melalui proses peradilan atau litigasidg@r di pengadilan dan dapat

dibuktikan adanya unsur pelnggaran pidana makaridokarus bertanggung jawab
10
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dengan dijatuhi hukuman pidana dan bilamana dalankdperdataan Notaris terbukti
bersalah karena kekhilafan/kesesatdwaling) dan paksaandvang, maka Notaris
tersebut wajib memberikan ganti rugi, kepada pihang menderita kerugian.
Ketidakhadiran saksi—saksi pada saat pembacaarpei@@ndatanganan minuta akta
notaris dapat dikatakan memberikan keterangan psésuai yang diatur dalam pasal
266 KUHP.

Saran

Perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terhaglagsanaan jabatan Notaris serta
pemberian sanksi yang nyata agar pelanggaran-meleang seperti tidak hadirnya saksi dalam

pembuatan akta tidak terus menerus terjadi.
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ABSTRAK

Akta otentik sebagai alat bukti yang benilai sempur(volledig bewijskracht), dan mengikat
(bindende bewijskracht), sehingga akta otentik tdgeadiri sendiri tanpa dukungan alat bukti yanu.la
Penelitian ini menganalisis perbedaan kekuatan pkfiem akta otentik dalam perkara perdata dan parka
pidana dan kekuatan pembuktian akta otentik dalerkapa pidana masih memerlukan alat bukti lain kintu
menentukan kesempurnaannya. Metode penelitian ygiggnakan adalah penelitian hukum normatif
sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan oreadgm pendekatan undang-undang dan pendekatan
konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa huk@mbuktian bukanlah sistim yang teratur. Kuati ata
lemahnya alat-alat bukti dalam pembuktian tergamtpada parameter pembuktian yang digunakan pada
masing-masing peradilan, baik perdata maupun pid@egbedaan parameter dalam pembuktian tersebutlah
yang membedakan kekuatan hukum pembuktian aktdilog@lam perkara pidana dan perdata. Berkaitan
nilai kesempurnaan akta otentik dalam perkara pidpenulis bekesimpulan bahwa, kekuatan pembuktian
akta otentik tidak bernilai sempurna dan tidak nileatghakim, sehingga akta otentik dalam perkarampéd
tidak dapat berdiri sendiri dan memerlukan alattbakn bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.

Kata Kunci: Kekuatan Pembuktian, Akta Otentik, Perkara Perdata, Perkara Pidana

ABSTRACT

Authentic deeds as perfect evidence (volledig skséicht) and binding (bindende bewijskracht), sat th
authentic deeds can stand alone without the suppather evidence. This study analyzed the difiees in
the power of authentic authentic deeds in civil arithinal cases and the power to prove authentidslén
criminal cases still requires other evidence t@deine their perfection. The research method usechative
legal research while the problem approach is choig using a legal approach and conceptual apprdde
results of the study indicate that the evidentiary is not an orderly system. The strength or weakrof
evidence in evidence depends on the evidentiargnpatiers used in each court, both civil and crimifak
difference in the parameters in proof is what digtishes the power of the law of authentic proofieéd in
criminal and civil cases. Regarding the value othantic deed perfection in criminal cases, the @usth
conclude that, the power of proof of authentic deedot of perfect value and does not bind judges,
authentic deeds in criminal cases cannot standeatord require other evidence for judges in making
decisions.

Key words: The Power of Proof, Authentic Deeds, Civil Cases, Criminal Cases
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PENDAHULUAN

Di era yang semakin maju saat ini, kebutuhan akemboktian tertulis makin
meningkat sejalan dengan perkembangannya tuntukan &epastian hukum dalam
berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pad&atmasional, regional, maupun global
dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan bidanbap&an, pertanahan, kegiatan sosial
dan lain-lain, dengan maksud bahwa, bukti surété&nl dapat dipergunakan sebagai alat
bukti dikemudian hari jika terjadi suatu sengkétdapun yang dimaksud dengan alat bukti
yang berupa surat/tulisan adalah suatu benda ¢feytang di dalamnya memuat tanda-
tanda bacaan yang menyatakan buah pemikiran segeal@n dipergunakan sebagai
pembuktian. Maka, suatu surat/tulisan yang tidakmoed tanda-tanda bacaan yang
menyatakan buah pemikiran seseorang yang dimuamdauatu benda tidak dapat
dinyatakan sebagai alat bukti surat/tertulis yarekw oleh undang-undang sebagai cara
pembuktian nomor 1 (satt).

Surat sebagai alat bukti tertulis, menurut undamgang dapat dibagi menjadi akta
dan surat bukan akta, yang kemudian akta dapagidibanjadi akta otentik dan akta
dibawah tangan, sehingga dalam hukum pembuktigendlkpaling tidak 3 (tiga) jenis surat
yaitu akta otentik, akta di bawah tangan dan surk&n akté.

Akta adalah surat/tulisan yang sengaja dibuat datandhtangani untuk
dipergunakan oleh orang dan untuk keperluan siagzd gu dibuat yang memuat peristiwa-
peristiwa tertentu yang menjadi dasar dari suatikg@n sebagai pembuktian. Melalui alat
bukti tersebutlah oleh para pihak mencantumkanladgk dan kewajiban masing-masing
pihak yang membuat. Walaupun keduanya merupakam@a yang paling kuat daripada
alat bukti lainnya, akta otentiklah yang merupakéat bukti yang benar-benar sempurna
sebab akta otentik merupakan akta yang dibuat dékmuk dan tata cara yang telah
ditetapkan oleh undang-undang dengan perantaraarange pejabat umum. Dengan
demikian tidak semua surat dapat dikatakan selsagil akta otentik.

Dalam perkara perdata alat bukti berupa akta d&enBrupakan alat bukti yang
mutlak dan bersifat memaksa sehingga hakim dalamlanekta otentik yang di jadikan
sebagai alat bukti dalam persidangan harus mealimtadanya segala yang tertuang dalam

1Subekti,Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2002, hal. 180.
2Teguh Samudera, HukuRembuktian Dalam Acara Perdata, Cetakan ke 1, Alumni, Bandung, 2004,
hal. 37.
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akta otentik adalah benar, kecuali ada bukti laglamh persidangan yang dapat
menghilangkan kekuatan pembuktian akta otehtfkerbandingan yang jauh berbeda
dengan perkara pidana, perbandingan mana aktaikoteiiagai alat bukti tidak dapat

mengikat baik bagi Penyelidik, Penyidik maupun Haldalam pembuktian atau dengan
kata lain pembuktian bersifat bebas.

Dalam perkara pidana Hakim dalam menjatuhkan sgn#lana harus berdasarkan
pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang saWwéalkenar terjadi suatu tindak pidana
dan benar-benar terdakwa yang melakukannya. Sebagth dapat dilihat dalam kasus
pemalsuan akta otentik. Sebagaimana dalam putusaktakim menyatakan bahwa para
pihak sebagai tersangka terbukti secara sah daakim&an bersalah melakukan kejahatan
pemalsuan akta otentik serta menghukum terdakwgashepidana penjara yang didasarkan
pada alat-alat bukti yang sah berupa Akta Pelepdatin/Naris atas Saham dan dalam Akta
Pernyataan sebagai Pemegang Hak Waris besertaatatalan surat-surat yang dijadikan
dasar pembuatan akta, keterangan saksi-saksi tienakgan terdakwa.

Akta otentik bukanlah suatu surat yang memerlukdet &ukti lain untuk
menguatkannya, akta otentik adalah akta yang dibkedt pejabat umum yang diberikan
kewenangan untuk membuatnya dengan bentuk, tada dan pengesahannya ditentukan
dalam suatu aturan hukum yang memuat aspek lahfaahal dan materiil sebagai wujud

kesempurnaan dari akta otentik.

RUMUSAN MASALAH

1) Apa perbedaan kekuatan hukum pembuktian akta ktelaiiem perkara perdata dan
perkara pidana?

2) Apa kekuatan pembuktian akta otentik dalam perkadana masih memerlukan alat

bukti lain untuk menentukan kesempurnaannya ?

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukoonmatif yang dilakukan untuk

mencari pemecahan masalah atas permasalahan hukognagla. Pendekatan penelitian yang

3 Hatta Isnaini Wahyu Utomo, “Penggunaan SurrogaigaPAkta Notaris”, artikel dalam Kumpulan
Tesis Pascasarjana Universitas Narotama, www. t@sistama.ac.id, hal. 4
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digunakan adalah pendekatan undang-undaegute approach) dan pendekatan konseptual

(conceptual approach).

PEMBAHASAN
Kekuatan Hukum Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Dan
Perkara Pidana

Pada setiap ilmu pengetahuan dikenal tentang adpesduktian. Misalnya, di
dalam ilmu pasti ada dikenal suatu pembuktian yakgama yaitu pembuktian mempunyai
nilai mutlak, yang dapat diterima akal sehat daheka secara umum. Hal tersebut berbeda
dengan pembuktian dalam ilmu hukum yaitu pembukgfartidak dapat secara mutlak dan
tidak logis melainkan pembuktiannya bersifat keraaslatan, karena walaupun sedikit,
ada terdapat unsur ketidakpastian. Jadi kebenageny ylicapai dalam ilmu hukum
merupakan kebenaran yang ralatif, dimana kita hamesaberikan keyakinan terhadap
fakta-fakta yang dikemukakan itu agar masuk ak@uyapa yang dikemukakan dengan
fakta-fakta itu harus selaras dengan keberfaran.

Hukum pembuktian dalam berperkara merupakan baggeny sangat kompleks
dalam proses litigasi. Pembuktian berkaitan derdganampuan merekonstruksi kejadian
atau peristiwva masa lalu sebagai suatu kebenatdah. Karna itu tujuan dari pembuktian
adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatuiperigkta yang diajukan itu benar-
benar terjadi, guna mendapat putusan hakim yanay loem adiP

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimakirdjan bukti adalah
sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu perfsBubti yang merupakan terjemahan
dari bahasa Belanddéwijs’ dalam kamus hukundiartikan sebagai segala sesuatu yang
memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau Kdiefaaran fakta oleh para pihak dalam
perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada ki penilaiannyaSementara itu
yang dimaksud dengan membuktikan adalah mempddihabukti, dan yang dimaksud
pembuktian adalah proses, cara, perbuatan memhbokté#au usaha menunjukkan benar

atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilakum pembuktian menurut Syaiful

4Teguh Samuder&p.Cit, hal. 10

5Jan Michiel OttoKepastian Hukum di Negara Berkembang, terjemahan Tristam Moeliono, Komisi
HukumNasional Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 5.

Shttp://kbbi.web.id/, diaskes pada tanggal 21 Agsi018, pukul 17.32 WIB.

"Eddy Hiariej, Teori & HukumPembuktian, Erlangga, Jakarta, 2012, hal. 3.
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Bakri adalah ketentuan-ketentuan yang berisi peimgggadan pedoman tentang cara-cara
yang dibenarkan undang-undang, membuktikan kesalafemg didakwakan kepada
terdakwa. Pembuktian merupakan suatu ketentuan waempatur alat-alat bukti yang
dibenarkan oleh undang-undang yang digunakan akimhdalam membuktikan kesalahan
yang didakwakan di dalam persidangan, dan tidalerditkan membuktikan kesalahan
terdakwa dengan tanpa alasan yuridis dan berdaadil&n®

Menurut R. Supomo, pembuktian mempunyai 2 (dua)Rettama, dalam arti yang
luas, pembuktian membenarkan hubungan hukum yargrtbenemperkuat kesimpulan
hakim dengan syarat-syarat bukti yang skkdua, dalam arti yang terbatas, artinya
pembuktian hanya diperlukan apabila hal yang dikexkan oleh penggugat itu dibantah
oleh tergugat. Sementara itu hal yang tidak ditratigak perlu dibuktikad. Sedangkan
menurut Subekti, membuktikan adalah meyakinkan rhaléntang kebenaran dalil atau
dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu perserage® Dan tidak semua kejadian-
kejadian atau peristiwa-peristiva harus dibuktikaleh para pihak kepada hakim,
melainkan hal-hal yang menjadi perselisinan sajagyaarus dibuktikah! Dengan
demikian arti penting hukum pembuktian adalah menaabenaran atas suatu kejadian
atau peristiwa atau fakta hukum dan sesuatu hais iyemjadi perselisihan.

Adapun empat karakter hukum pembuktian yang dikémlam hukum pembuktian
moderen yaitu'?

1) Hukum pembuktian meliputi segala hal yang luassibi hukum pembuktian meliputi
segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuktiarsemdiri, dimulai dari tahap
pengumpulan bukti, penyampaian bukti sampai ke qdifey penilaian terhadap setiap
bukti sampai pada beban pembuktian di pengadilan

2) Perkembangan hukum pembuktian sangatlah berpendmghperkara yang sedang
ditangani dan bukti yang dimiliki. Di sini, perkeargan zaman termasuk
perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, akagas berpengaruh pada hukum

pembuktian. Misalnya telah diakui oleh hukum alaittbberupa telekonfrensi.

8 Eddy HariejOp.cit, hal. 4-5.
%lbid, hal. 6.

101hid, hal. 3.

11 Teguh Samuder&p.cit, hal. 9.
12 Eddy Hariej,Op.cit, hal. 13-15.
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3) Hukum pembuktian bukanlah sistim yang teratur. Kattu lemahnya pembuktian
tergantung pada kesesuaian antara fakta yang satyawl fakta yang lain yang dapat
dibuktikan dan diyakinkan kepada hakim. Ada kalafayda-fakta pokokrfateriil facts)
yang harus dibuktikan pada kenyataannya tidak misgakinkan hakim. Maka, dengan
sendirinya pembuktian atas fakta tersebut diandggiagah. Dapat juga fakta yang satu
yang harus membuktikan fakta yang laiacum probandum) terdapat ketidaksesuaian
sehingga pembuktian yang demikian juga dianggptema

4) Tidak ada satu kesatuan hukum pembuktian yang dbteaapkan untuk semua proses
hukum. Dalam konteks hukum pembuktian di Indonesmsing-masing lapangan
memiliki hukum pembuktian sendiri. Ada hukum pemiprk pidana dan ada hukum
pembuktian perdata.

Sebagaimana telah dikatakan sebelumnya bahwa péarukerupakan inti dari
suatu perkara di pengadilan. Perihal bagaimana pltnh, termasuk alat bukti yang
digunakan, semuanya berdasarkan hukum acara pegailanasing-masing perkara yang
berbeda, mulai dari dasar hukum pembuktian, paempetmbuktian, kepada siapa beban
pembuktian diberikan dan bagaimana hakim pada mrasasing bidang hukum tersebut
menilai alat-alat bukti yang diajukan untuk mengdrmibatu putusan akhir.

Dalam perkara perdata yang dicari adalah keberfararal. Oleh karena itu hakim
hanya terikat pada alat bukti yang sah menurut noppd@dang. Dengan demikian hakim
dalam acara perdata bersifat pasif, tergantungodaai pihak yang bersengketa. Akan tetapi
dalam mencari kebenaran materiil suatu perkarathakara perdata dapat bersifat akkif.

Para pihak yang bersengketa yang dimaksudkan adedaly yang “merasa” bahwa
haknya itu dilanggar (penggugat) yang kemudian milemsiang yang “dirasa” melanggar
hak orang tersebut ke depan pengadilan (tergugd@takan “merasa” dan “dirasa” karena
belum tentu yang bersangkutan melanggar hak orang ymerasa” tersebtt. Artinya
untuk benar-benar mengetahui hak seseorang dilanggjea orang yang “merasa” haknya
dilanggar harus membuktikannya di depan pengadjlsra memperoleh keputusan hakim
yang berkekuatan hukum tetap untuk membuktikan bab&nar haknya telah dilanggar
oleh orang yang “dirasa” melanggar haknya. Halsgsuai dengan asastori in cumbit

13 1bid, hal. 80.
YRetnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinatakum Acara Perdata, Mandar Maju,
Bandung, 2007, hal. 1.
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probatio yang artinya adalah siapa yang menggugat dialaly yamib membuktikan (ex
Pasal 163 HIR, 283 RBg juncto 1865 KUHPerdata).

Untuk membuktikan benar atau tidaknya hak seseotalafp dilanggar di depan
pengadilan, maka orang yang “merasa” haknya dilangg harus mengajukan gugatan
berikut surat permintaan yang ditandatangani olemggugat atau wakilnya (orang yang
diberikan kuasa khusus untuk mewakilinya) kepaglagpdilan negeri yang mempunyai
wewenang untuk mengadili (wewenang relatif) dimamang yang “dirasa” melanggar
haknya itu bertempat tinggal.

Dalam hal ini jika tempat tinggal yang dipilih dadasuatu akta, gugatan diajukan
kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal gpih dalam akta tersebut. Menurut
Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawirtatapat tinggal adalah dimana seorang
berdiam dan tercatat sebagai penduduk. Sedangkapatekediaman adalah di mana
seorang berdiam (mungkin dirumah peristirahatanmya Puncak). Artinya untuk
mengetahui tempat tinggal dan tempat kediaman oyang “dirasa” melanggar hak orang
yang “merasa’, cukup dengan melihat Kartu TandalBduk orang yang “dirasa” tersebut.
dan apabila tempat kediaman orang yang “dirasadktidikenal atau diketahui, maka
gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negepattinggal orang yang “merasa” atau
salah seorang yang “merasa” haknya dilanggar.

Dalam suatu proses perkara perdata, salah satws thgkim adalah untuk
menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang meujashr gugatan benar-benar ada
atau tidak antara orang yang “merasa” haknya dgangleh orang yang “dirasa”. Adanya
hubungan antara orang yang “merasa” dan “dirasédhtyang harus terbukti apabila orang
yang “merasa” tersebut menginginkan kemenangamdsiletu perkara.

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda denganubéianb perkara lainnya,
pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dahap pendahuluan yakni
penyelidikan dan penyidikan. Pada tahap pendahuérabut, tata caranya jauh lebih rumit
bila dibandingkan dengan hukum acara lainnya. Resgmn perkara pidana meliputi
beberapa tahap, yakni tahap penyelidikan dan pikayiddi tingkat kepolisian, tahap
penuntutan di kejaksaan, tahap pemeriksaan peudkatagkat pertama di pengadilan
negeri, tahap upaya hukum di pengadilan tinggiasktahkamah Agung, kemudian tahap

eksekusi oleh eksekutor jaksa penuntut umum. Derdgmikian pembuktian dalam
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perkara pidana menyangkut beberapa institusi, yakepolisian, kejaksaan dan
pengadilan®

Dalam HIR mengandung beberapa jenis putusan hakaka akan nampak bahwa
yang dimaksudkan dengan pembuktian dalam perkdem@iada 2 (dua) unsur dasar yaitu
pertama, harus ada cukup-alat-alat bukti (upayabp&tian) yang diakui undang-undang
dan keyakinan hakim. Jadi dalam sidang pengadiakapa pidana itu harus cukup alat-
alat bukti yang diakui oleh undang-undang atau yaaf (vettelijk bewijsmiddel)
disamping keyakinan hakifi. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam perkara idan
parameter yang digunakan dalam pembuktian adddghtief wettelijk bewijstheorie yang
artinya dasar pembuktian menurut keyakinan hakingyambul dari alat-alat bukti dalam
undang-undang secara negatif. Berdasarkan paranpeerbuktian tersebut, unsur
keyakinan hakim dan unsur cukup alat-alat buktyahg menjadi dasar dari parameter
pembuktian berdasarkan teoegatief wettelijk bewijstheorie, yang berarti bahwa dengan
alat-alat bukti yang diakui sah oleh undang-undaaga belum cukup, tetapi harus
dilengkapi dengan keyakinan hakih.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbedassra pembuktian dalam
perkara perdata dan perkara pidana terdapat disetiagai berikut'®

1) Dalam perkara perdata yang dicari adalah kebendoamal, yaitu kebenaran
berdasarkan anggapan dari para pihak yang berperkar

2) Dalam perkara pidana yang dicari adalah kebenaraternh, yaitu kebenaran sejati,
yang harus diusahakan tercapainya.

3) Dalam hukum perkara perdata hakim bersifat pasituyhakim memutuskan perkara
semata-mata berdasarkan hal-hal yang dianggap blatapihak-pihak yang berperkara
dan berdasarkan bukti-bukti yang dibawa merekadalam sidang pengadilan. Jadi
hakim tidak mencampuri terhadap hak-hak individagydilanggar, selama orang yang

dirugikan tidak melakukan penuntutan di pengadilan.

S bid.

16Teguh Samuder®p.cit, hal. 27.
M bid, hal. 28.

8 bid, hal. 32-33.
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4) Dalam perkara pidana hakim bersifat aktif, yaithihmaberkewajiban untuk memperoleh
bukti yang cukup mampu membuktikan dengan sunggahyang dituduhkan kepada
yang tertuduh.

Selain perbedaan sebagaimana tersebut, adapurdaanbpada alat-alat bukti pada
masing-masing*®
1) Dalam perkara perdata berdasarkan Pasal 164 HiRalat pembuktiannya terdiri dari :

bukti surat, bukti saksi, bukti sangka, bukti pdaga dan bukti sumpah.

2) Sedangkan dalam perkara pidana berdasarkan P&sHElIR9alat-alat bukti terdiri dari :
bukti keterangan saksi, bukti surat, bukti pengakden bukti penunjukan.

Apabila dalam perkara perdata alat bukti yang daatean adalah surat, maka dalam
perkara pidana adalah keterangan saksi. Surat aealad bukti yang diutamakan dalam
perkara pidana karena dalam perkara perdata yaag ddalah kebenaran terhadap sesuatu
hal yang diminta oleh para pihak yang berperkdrdedangkan saksi sebagai alat bukti
yang ditamakan dalam pembuktian perkara pidanank&asang dicari adalah materiil
artinya hakim tidak bergantung pada alat-alat byktig diajukan oleh penuntut umum
maupun penasehat hukum sehingga dalam prosesagregaidhakim bersifat aktif.

Alat Pembuktian Dalam Perkara Perdata dan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana.
Mengenai alat-alat pembuktian dalam hukum acardgp@rdiatur dalam Pasal 164
HIR juncto Pasal 1866 KUHPerdata, yaitu : Bukti asurBukti saksi, Persangkaan,
Pengakuan, Sumpah. Adapun alat bukti yang diakuidsarkan Putusan Mahkamah
Agung Nomor 10 K/Sip/ 1956 tanggal 22 Agustus 195&ng menyatakan bahwa
pengetahuan sendiri dari hakim merupakan merupalerpembuktian yang sah dan tidak
tunduk pada penilaian kasasi; dan Putusan Mahkafgaimg Nomor 213 K/Sip/1955
tanggal 10 April 1957 yang menyatakan bahwa, pkatin hakim dipersidangan dapat
dipakai sebagai pengetahuan hakim itu sendiri dindaisaha pembuktian. Alat bukti yang
sah dalam perkara pidana adalah alat bukti yantkaerdalam hukum acara pidana
sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHBKR yaitu : keterangan saksi,

keterangan ahli, surat-surat, petunjuk dan ketenamtgrdakwa.

¥rbid
2bid, hal. 33.
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Akta otentik dalam pembuktian perkara perdata hdililsat apa adanya sebagai
alat bukti yang sempurna yang tidak membutuhkath [akti lain dalam menentukan
kesempurnan dalam akta otentik, sebab menurut hgkiatu akta otentik telah memenuhi
batas minimum pembuktiadbéwijs minimum) atau standar pembuktiapréponderance of
evidence) perkara perdata. Untuk dapat memberikan gambararg yaelas tentang
bagaimana kekuatan pembuktian akta otentik dalarkape perdata, maka dapat dilihat
putusan penguatan akta otentik yang dijadikan deed@aigai bukti dalam praktek peradilan
yakni Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dloh266 K/Pdt/2004 tanggal 14
Juli 2008 yang menguatkan Putusan Pengadilan Pigigadegeri Kuala Kapuas No.
22/Pdt.G/2003/PN-KKp tanggal 13 November 2003 daru$an Pengadilan Tinggi
Palangka Raya dengan putusan No. 02/Pdt/2004/PTidtggal 13 Februari 2004.

Kekuatan pembuktian akta otentik dalam perkaranadaukan sebagai alat bukti
yang mengikat hakim sehingga kekuatan pembuktida atentik dalam perkara pidana
sama derajatnya dengan alat bukti sah lainnya dglerkara pidana karena unsur
terpenting dalam perkara pidana adalah keyakin&mhdalam menentukan keabsahan
suatu alat bukti dalam menyatakan kesalahan seggoyang diperhadapkan pada
persidangan perkara pidana. Untuk dapat membergambaran yang jelas tentang
bagaimana kekuatan pembuktian akta otentik dalarkapse pidana, maka dapat dilihat
dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 889 K/Pid/2@@8dal 12 Agustus 2008 yang
mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umuwia Raejaksaan Negeri Surabaya
dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabya2064/Pid.B/2006/PN.Sby
tanggal 26 April 2007. Menurut penuis walaupun a@tantik tidak mengikat hakim,
setidaknya hakim perlu mempertimbangkan untuk mekojé keyakinannya dari aspek-
aspek yang terkandung dalam akta otentik yaitu kasgd@riah, formil dan materil. Jika
aspek tersebut dikesampingkan oleh hakim atau kms®m@an akta tersebut tidak berlaku
bagi hakim maka sia-sialah sudah akta tersebutatlibleh pejabat umum yakni pejabat
yang diangkat oleh Negara yang dalam sistim hukndoriesia adalah salah satu organ
dan/atau alat pelengkap Negara yang mempunyai HKewajyang didasarkan pada
kewenangan hukum dalam melayani masyarakat.

Karena dalam pembuktian pidana proses penyidikaeridkukan asas praduga

bersalahpresumption of guilt yang artinya seorang sudah dianggap bersalah selzla
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putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetapléankarena berdasarkan Pasal 183
dan 184 KUHAPidana, penyidik tidak wajib dan tidakikat oleh akta otentik maka dalam
proses penyidikan “apa adanya” suatu akta otentikak-obok demi mencari “ada apa”
dibalik “apa adanya”.

Nilai kesempurnaan akta otentik tersebut hanyataslj@ada persidangan perkara
perdata saja, tidak ada perkara pidana. Tidak thgilkekuatan pembuktian akta otentik
sebagai alat bukti yang sempurna dalam perkarangjdearena kebenaran yang dicari
adalah mencari kebenaran materiil dengan dasametea pembuktian yang digunakan
adalahnegatief wettelijk bewijstheorie yang artinya dasar pembuktian menurut keyakinan
hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undamglang secara negatif. Artinya adanya
alat bukti yang sah menurut undang-undang sajarbelikkup meyakinkan hakim dalam
mengambil suatu putusan. Hal ini karena kekuatanbpé&tian alat bukti fewijskracht)
dalam perkara pidana pada hakikatnya sama, tidalsatli melebihi yang lain. Tegasnya
alat bukti dalam hukum acara pidana tidak mengkrbrki. Hanya saja ada ketentuan-
ketentuan yang mensyaratkan keterkaitan antara pakg satu dengan bukti yang lain.
Oleh karena itu dalam perkara pidana terdapat lyakiq bersifat sebagai pelengkap. Bukti
tersebut timbul dari bukti yang lain. Sebagai cbnfmada Putusan Mahkamah Agung
Nomor 889 K/Pid/2008 tanggal 12 Agustus 2008 yarepgabulkan permohonan kasasi
dari Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Surabaya dnembatalkan putusan
Pengadilan Negeri Surabaya No. 2064/Pid.B/2006/PNt&ggal 26 April 2007 tersebut.
Dalam amar putusan Pengadilan Negeri Surabayaptgrétalimat “terbukti secara sah dan
meyakinkan melanggar dakwaan” artinya dalam mehjato suatu putusan, hakim selalu
berpegang pada dua alat bukti yang sah dan keyakyaaArtinya jika suatu akta otentik
dalam pembuktian perkara pidana tidak dapat besdirdiri atau dengan kata lain wajib di
dukung dengan alat bukti lainnya, Sebab kekuatanbpktian akta otentik tidak diatur
secara khusus dalam Hukum Pidana. Alat bukti siamag) disebut pada Pasal 187 huruf a,
b, dan c adalah alat bukti yang sempurna, sebatlosuarat-surat yang disebut didalamnya
dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditetuperaturan perundang-undangan.
Dengan dipenuhinya ketentuan formal, alat buk@sorempunyai nilai pembuktian formal
yang sempurna. Namun alat bukti surat yang diseblaim Pasal 187 KUHAP bukan alat

bukti yang mempunyai kekuatan mengikat. Artinyairkekuatan pembuktian akta otentik,
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sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian kejarasaksi, keterangan ahli, dan alat-
alat bukti yang sah lainnya dalam perkara pidaehingga hakim bebas untuk menilai

kekuatan pembuktiannya dan dapat mempergunakatenydahkan menyingkirkannya.

PENUTUP
Kesmpulan

Hukum pembuktian bukanlah sistim yang teratur. Katati lemahnya alat-alat bukti
dalam pembuktian tergantung pada parameter penalpuiging digunakan pada masing-
masing peradilan, baik perdata maupun pidana. Dapmrkara perdata parameter
pembuktian yang digunakan adal&ositief Wettelijk Bewijstheorie, parameter mana,
apabila ada buktibewijs minimmum), maka hakim harus menyatakan bahwa terdakwa
salah tanpa perlu keyakinan. Sedangkan dalam pepidana, parameter yang digunakan
adalah Negatief Wettelijk Bewijstheorie, parameter mana pembuktiannya menurut
keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat buktiaa undang-undang secara negatif.
Perbedaan parameter dalam pembuktian tersebutlady ip@mbedakan kekuatan hukum
pembuktian akta otentik dalam perkara pidana daafepe

Akta otentik dalam perkara perdata bernilai sem@uvolledig bewijskracht), dan
mengikat bindende bewijskracht) sehingga akta otentik dapat berdiri sendiri tanpa
dukungan alat bukti yang lain, hakim dapat menjeanhputusan. Namun dalam perkara
pidana kekuatan pembuktian akta otentik tidak Ierrsempurna dan tidak mengikat
hakim, sehingga akta otentik dalam perkara piddadaktdapat berdiri sendiri dan

memerlukan alat bukti lain bagi hakim dalam merj&ain putusan.

Saran

Kekuatan pembuktian akta Notaris yang tidak mengpada perkara pidana
seringkali membawa Notaris dalam permasalahan. Makiatu Notaris wajib mempunyai
kemampuan yang mumpuni dalam melaksanakan tugatajatya serta selalu menerapkan
prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta agar pnamenghindari permasalahan yang
terjadi akibat akta yang dibuatnya.
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ABSTRAK

Undang-Undang Hak Tanggungan menentukan bahwadhiBydgu Tanah Hak Tanggungan adalah
tanggal hari ketujuh setelah penerimaan. Hal tetsefenimbulkan permasalahan apabila Akta Pembétéan
Tanggungan (APHT) sudah selesai ditandatanganielflan ini menganalisis kedudukan hukum akta
pemberian hak tanggungan yang pendaftarannya tesfadi Kantor pertanahan dan perlindungan hukuni bag
debitur dan kreditur atas akta pemberian hak tamggu yang terlambat pendaftarannya di Kantor pahtam
yang menimbulkan kerugian bagi para pihak. Metodaefitian yang digunakan adalah penelitian hukum
normatif sedangkan pendekatan masalah dilakukamgatemenggunakan pendekatan undang-undang dan
pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkamwa kedudukan hukum Akta pemberian Hak
Tanggungan yang terlambat didaftarkan ke KantortaRehan adalah tetap sah karena telah memenuhi
ketentuan Pasal 13 UUHT. Perlindungan hukum badiituta dan kreditur atas APHT yang terlambat
didaftarkan ke Kantor Pertanahan terdapat padd Rassyat (2) UUHT yang mengatur bahwa dengan amany
sanksi administrasi tidak menghapus sanksi lainaqgseraturan perundang-undangan yang berlaku gggdnin
pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan gagti

Kata Kunci: Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

The Underwriting Rights Law stipulates that theedaf the book of land liability is the seventh dafyer
receipt. It raises problems if the Deed of Grantimg Right of Entitlement (APHT) has been complefElis
study analyzes the legal standing of the deedwhgirights of late registration at the Land Offiaed legal
protection for debtors and creditors on deeds grgmhortgage rights that are late in registeringhat Land
Office which cause losses to the parties. The reBeaethod used normative legal research whilgtbblem
approach was carried out using a legal approackcandeptual approach. The results of the studycatdithat
the legal position of the Deed of Granting Rightattis late registered with the Land Office isl sidllid because
it has fulfilled the provisions of Article 13 UUHTegal protection for dabitur and creditor over &RRHT that
is late registered with the Land Office is foundArticle 23 paragraph (2) UUHT which stipulates ttiiae
existence of administrative sanctions does not wenuther sanctions in accordance with prevailingsland

regulations so that the aggrieved party can filmpensation

Key wor ds. Mortgage Rights, Deed of Giving Rights, Legal Protection
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PENDAHULUAN

Untuk mendorong dan menggairahkan dunia usaha, rpgaie memberi
dukungan dengan menyediakan berbagai fasilitas llamacam-macam sarana
termasuk didalamnya upaya dalam menunjang permodiéagan menyediakan
fasilitas kredit. Salah satu alternatif dalam pera@da yang dapat digunakan adalah
melalui bank. Kedudukan bank sebagai lembaga kewangang kegiatan
operasionalnya berada dalam lingkup usaha menginirdpna dari masyarakat dan
mengelola dana tersebut dengan menanamnya kendgid& masyarakat (dalam
bentuk pemberian kredit) sampai dan tersebut kentgil ke bank Untuk itu
dalam setiap kegiatan perkreditan, pihak bank pememperoleh jaminan atas
pembayaran piutangnya, yaitu dengan cara memimdabgminan kepada nasabah
atau debitor.

Secara garis besar dikenal ada dua bentuk jamya#n, jaminan perorangan
dan jaminan kebendaan. Dalam praktek jaminan yahggosering digunakan adalah
jaminan kebendaan yang salah satunya adalah taarah dijadikan jaminan atau
disebut dengan Hak Tanggungan. Dalam Pasal 51 Yt diatur suatu lembaga
jaminan untuk hak atas tanah yang disebut dengdn THaggungan, berkaitan
dengan hal tersebut, maka lahirlah Undang-Undangndict Tahun 1996 tentang
Hak Tanggungan Atas Tanah Serta Benda-Benda YankpiBen Dengan Tanah
(UUHT). 2

Sejak diberlakukannya UUHT, terjadi perubahan bésdradap sistem dan
metode penjaminan atas suatu hutang. Sebelum beyakJUHT tersebut, dengan
berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Per@ateat, Bank yang
memberikan fasilitas kredit hanyalah memberikan wdjibban kepada

nasabah/debiturnya untuk menanda-tangani akta $wasa Memasang Hipotik

! Hasannudin Rahmarspek-aspek Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia, Citra Aditya
Bakti, Bandung, 1995, hal. 9

2 Eugema Liliawati MulyonoTinjauan Yuridis Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang
Hak Tanggungan Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Kredit Oleh Perbankan, Harvarindo, Jakarta,
2009, hal. 1
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yang dibuat secara Notariil, untuk menjamin pelanalutang dan/atau kewajiban
dari debitur tersebut.

Setelah diberlakukannya UUHT tersebut, maka settgbitur yang
menjaminkan tanah dan/atau bangunannya kepaddwkr@akik bank maupun bukan
bank) untuk menjamin pelunasan fasilitas kreditgyditerimanya, maka diwajibkan
untuk menanda-tangani akta Surat Kuasa MembebatdiaTanggungan (SKMHT)
atau akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), yang akknjutkan dengan
pendaftaran Hak Tanggungannya pada Kantor Pertardihena tanah tersebut di
daftarkan.

Pada tahap pemberian Hak Tanggungan dengan Aktd PR pemberi
Hak Tanggungan kepada kreditor, Hak Tanggungan pangangkutan belum lahir,
Hak Tanggungan tersebut baru lahir pada saat dipaabuku tanah Hak
Tanggungan oleh Kantor Pertanahan. Oleh karena séat didaftarnya Hak
Tanggungan tersebut merupakan hal yang sangatngetagi kreditor, dan
merupakan momen yang sangat penting sehubungaramdengnculnya hak tagih
preferen dari kreditor, menentukan tingkat atauukie#tan kreditor terhadap sesama
kreditor dalam hal ada sita jaminaporfservatoir beslag) atas benda jaminan.
Dengan perkataan lain bahwa kreditor yang lebiludaAPHT-nya didaftar dalam
Buku Tanah Hak Tanggungan oleh Kantor Pertanahaaldikreditor) yang harus
lebih dahulu diutamakan dari kreditor lainnya.

Menurut Pasal 13 UUHT, pemberian Hak Tanggunganbwdidaftarkan
pada Kantor Pertanahan, dimana merupakan syardakmuntuk lahirnya Hak
Tanggungan dan mengikatkan Hak Tanggungan terhgitia@ ketiga dan di dalam
Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) wajib dicarkamsecara lengkap, baik
mengenai subyek, obyek, termasuk utang yang dijatemgan Hak Tanggungan,
serta kewajiban untuk mendaftarkan pemberian Hakgdangan tersebut pada

Kantor Pertanahan setempat. Pendaftaran ini dind&ksu sebagai suatu

3 J. Satrio,Hukum Jaminan : Hak Jaminan. Hak Tanggungan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
1998, hal. 38
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pengumuman yang bersifat ke dalam yaitu menyangga pihak, maupun terhadap
masyarakat luas.

Pasal 13 ayat (2) dan (3) UUHT juga menentukandata pendaftaran Hak
Tanggungan itu dilakukan. Pendaftaran Hak Tanggundjiakukan oleh Kantor
Pertanahan dengan cara membuat Buku Tanah Hak U@gey dan selanjutnya
mencatat Hak Tanggungan yang bersangkutan dalama Bakah Hak Atas Tanah
yang bersangkutan yang ada di Kantor Pertanahdamjsmya menyalin catatan
tersebut dalam sertifikat Hak Atas Tanah yang Ingleatan.

Setelah APHT dan Warkah yang diperlukan diteringdn ddantor Pertanahan
dan dibuatkan Buku Tanah Hak Tanggungan maka bekselut harus diberi
tanggal. Tanggal Buku Tanah Hak Tanggungan mempyrgmnan yang sangat
penting, karena ia mempunyai pengaruh yang menantatas kedudukan kreditor
pemegang Hak Tanggungan terhadap sesama krediigr lgan terhadap debitor
yang sama (Pasal 1132 dan Pasal 1133 KUH-Perdagx)gan lahirnya Hak
Tanggungan maka kreditor Hak Tanggungan yang bgkssmn berkedudukan
sebagai kreditor preferen terhadap para kreditokien ( Pasal 1 UUHT?).

Menurut ketentuan Pasal 13 ayat (4) UUHT ternyatgdal Buku Tanah Hak
Tanggungan adalah tanggal hari ketujuh setelahripes@n secara lengkap surat-
surat yang diperlukan bagi pendaftarannya danhgeaketujuh jatuh pada hari libur
tanggal buku tanah yang bersangkutan diberi tangmalkerja berikutnya. Menurut
Pasal 14 ayat (1) UUHT sebagai tanda bukti adang& Hanggungan Kantor
Pertanahan menerbitkan sertifikat Hak Tanggungang yerdiri dari salinan Buku
Tanah Hak Tanggungan dan salinan APHT bersangkiag sudah disahkan oleh
Kepala Kantor Pertanahan.

Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (4) UUHT, Padardasaertifikat Hak Atas
Tanah yang sudah dibubuhi catatan pembebanan Hadgiliagan ini diserahkan
kembali kepada pemegang Hak Atas Tanah (pemberi Hailggungan), namun

biasanya sudah diperjanjikan bahwa sertifikat ak ganah tersebut disimpan oleh

4Ibid. hal. 144
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pemegang Hak Tanggungan dalam rangka melaksanakéahak istimewa yang
dimilikinya.

Jika diperhatikan dalam Pasal 13 ayat (4) UUHT ktidé&atakan “paling
lambat”, akan tetapi "hari ketujuh” . Jadi meskimurat-surat sudah diterima dengan
lengkap oleh Kantor Pertanahan dan petugasnya mme@plkesempatan untuk
segera mendaftarkan, tetapi sesuai dengan katdkatd 13 ayat (4) UUHT, tanggal
pendaftaran yang menentukan tanggal lahirnya Hailgduangan, tetap saja tidak
bisa lebih maju daripada hari ketujuh. Bahkan menéasal 23 ayat (4) UUHT
Pejabat Kantor Pertanahan apabila melanggar keterfasal 13 ayat (4), yaitu
membuat tanggal buku tanah Hak Tanggungan meldaatketujuh dapat dikenai
sanksi administrasi.

Karena yang menentukan lahirnya Hak Tanggungag ggrerjanjikan para
pihak dalam APHT adalah Pejabat Kantor Pertanalhag yota bene adalah bukan
pihak dalam APHT. Maka timbul pertanyaan apabila HAP sudah selesai
ditandatangani, namun ada beberapa persyaratahysumg ada belum dilengkapi
dan pendaftaran melebihi batas hari ketujuh kkamumasuk pemberitahuan dan
permohonan sita jaminan, bagaimana nasib pembeéi@a Tanggungan yang
bersangkutan. Untuk melindungi kepentingan pahakpidan mencegah berlarut-
larut pemberian tanggal Buku Tanah Hak Tanggungeestinya ditentukan berapa
hari paling lambat harus dibuat Buku Tanah Hak ngbaingan bukan dengan
menentukannya sekian hari sesudah berkas diteyanta,hari ketujuh.

RUMUSAN MASALAH

1. Apa kedudukan hukum akta pemberian hak tanggungery yendaftarannya
terlambat di Kantor pertanahan?

2. Apa perlindungan hukum bagi debitur dan kreditumsatkta pemberian hak
tanggungan yang terlambat pendaftarannya di Karpertanahan yang

menimbulkan kerugian bagi para pihak?

METODE PENELITIAN
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Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukonmatif yang dilakukan
untuk mencari pemecahan masalah atas permasalakamtyang ada. Pendekatan
penelitian yang digunakan adalah pendekatan undadgng $tatute approach) dan
pendekatan konseptuabiceptual approach).

PEMBAHASAN
Kedudukan Hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan Yang Terlambat
Didaftarkan Pada Kantor Pertanahan
Pasal 1 angka 1 UUHT memberikan definisi Hak Tangagm sebagai
berikut:
Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankda pak atas tanah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomoh&nTHE#60 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atdakt berikut benda-
benda lain yang merupakan satu kesatuan dengalm itanaintuk pelunasan
hutang tertentu yang memberikan kedudukan yangamiiakan kepada
kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.
Ada bebebarapa unsur pokok dari hak tanggungan temguat di dalam
definisi tersebut, yaitu:
1) Hak Tanggungan adalah hak jaminan untuk pelunas&@mg.
2) Objek Hak Tanggungan adalah hak atas tanah setlRAU
3) Hak Tanggungan dapat dibebankan atas tanahnyaatiasktanah) saja, tetapi
dapat pula dibebankan berikut benda-benda lain yaegipakan satu kesatuan
dengan tanah itu.
4) Hutang yang dijamin harus suatu utang tertentu.
5) Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kredédttentu terhadap
kreditur-kreditur lair?
Hak tanggungan tidak dapat berdiri sendiri tanpdukling oleh suatu
perjanjian (perjanjian kredit) antara debitur dareditur. Oleh karenanya hak

tanggungan dikatakamccessoir (mengikuti) perjanjian pokoknya. Kredit yang

5 Hatta Isnaini Wahyu Utomo, “Hukum Jaminan”, Bal¥§ar Mata Kuliah Hukum Jaminan,
Universitas Yos Sudarso, 2017, hal. 6
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diberikan oleh kreditur mengandung resiko, makamaketiap pemberian kredit,
bank tidak diperkenankan memberikan kredit tangasachtu perjanjian tertulis. Itu
sebabnya diperlukan suatu jaminan kredit dengarertdis keyakinan akan

kemampuan debitur melunasi utangnya. Hal ini sedeagan ketentuan Pasal 8
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbaydag menyatakan dalam
memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakiatas kemampuan dan
kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesraj diperjanjikan. Yang

dapat dibebankan dengan Hak Tanggungan adalah takaMilik, tanah Hak Guna

Bangunan dan/atau tanah Hak Guna Usaha.

UUHT memberikan kedudukan Kreditor tertentu yangtkdengan ciri-ciri
sebagai berikuft:

1) Membuat kedudukan seorang kreditor menjadi diutamaldibandingkan
kreditornya (‘troit de preference’);

2) Hak Tanggungan mengikuti obyek yang dijaminkanadigan siapapun obyek itu
berada atau selama perjanjian pokok belum dilut\dsbit de suite”);

3) Dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastikum pada pihak-pihak
yang berkepentingan ketika memenuhi asas spesidbtaasas publisitas;

4) Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.

Pembebanan Hak Tanggungan terdiri dari dua tahap) Pemberian Hak
Tanggungan dan Pendaftaran Hak Tanggungan. Tata psanbebanannya wajib
memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Pasal 10(ayaPasal 11 ayat (1); Pasal
12; Pasal 13 dan Pasal 14 UUHT.

Syarat sahnya pembebanan Hak Tanggungan vyaitu PFambéiak
Tanggungan dilakukan dengan pembuatan APHT olehTRf@&auai dengan Pasal 10
ayat (2) UUHT. Pemberian Hak Tanggungan wajib marmemsyarat spesialitas
(Pasal 11 ayat (1) UUHT) yang meliputi : Nama didentitas pemegang dan pemberi
hak tanggungan, Domisili para pihak, pemegang damberi hak tanggungan,

Penunjukkan secara jelas hutang atau hutang-huytang dijamin pelunasannya

6 Advendi. S & Elsi Kartika.SHukum dan Ekonomis Edisi |1, Grasindo, Jakarta, 2007, hal. 21
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dengan hak tanggungan, Nilai Tanggungan, Uraiag yalas mengenai objek hak

tanggungan.

Pemberian Hak Tanggungan dihadapan PPAT baru dipesyarat
spesialitas. Maka Hak Tanggungan yang bersangkghmm lahir, kreditor belum
memperoleh kedudukan istimewa. Bagi kelahirannyaimbarus dipenuhi syarat
publisitas, yaitu pendaftarannya oleh Kepala KaRentanahan.

Jadi setelah PPAT selesai membuat Akta Pemberian Haggungan,
selanjutnya PPAT mengirim berkas dan kelengkapanteyaebut ke Kantor
Pertanahan untuk didaftar. Pemberian Hak Tanggusghagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 13 ayat (2) UUHT

Kewajiban pendaftaran Hak Tanggungan dapat ditemukausannya dalam
Pasal 13 UUHT, yang menyatakan sebagai berikut:

a. Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan padadfdfertanahan selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatzengadkta Pemberian Hak
Tanggungan (APHT).

b. Pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan oleh KantortaRghan dengan
membuatkan buku tanah Hak Tanggungan dan mencatasgam buku tanah
atas tanah yang menjadi objek Hak Tanggungan segteyalin catatan resebut
pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan.

c. Tanggal buku tanah Hak Tanggungan adalah hari etegtelah penerimaan
secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagdgirannya dan jika hari
ketujuh itu jatuh pada hari libur, buku tanah ydegsangkutan diberi tanggal hari
kerja berikutnya.

d. Hak tanggungan lahir pada hari tanggal buku tarah Fanggungan.

Dari rumusan Pasal 13 UUHT dapat diketahui bahwia Fenggungan lahir
pada saat pendaftaran Hak Tanggungan pada bukuh Trzada atas tanah yang
dibebankan dengan hak tanah (sesuai tanggal yaegkdin). Sebagai bukti adanya
hak tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkariilsgrtiak tanggungan.

UUHT memberi batasan pendaftaran Hak Tanggunga galama 7 hari

setelah penandatangan APHT. Setelah didaftarkara rakén keluar Sertifikat Hak
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Tanggungan. Namun pada kenyataannya sering katlaftanan Hak Tanggungan
dilakukan melebihi waktu yang ditentukan, yaitu evehti jangka waktu 7 hari yang
ditentukan undang — undang. Pendaftaran Hak Tamggepada Kantor Pertanahan
merupakan saat lahirnya suatu hak tanggungan dampaian salah satu asas dari
Hak Tanggungan. Dengan tidak didaftarkan hak tamgam atau pendaftarannya
tidak memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada R&s&lUHT, maka perjanjian
yang dibuat para pihak tetaplah berlaku. Namunkticemenuhi unsur dari hak
tanggungan. Sehingga kreditur dari hak tanggungdak tmemiliki hak sebagai
kreditur preferen sebagaimana kreditur hak tangaming

Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dan Kreditur Atas Akta Pemberian Hak
Tanggungan Yang Terlambat Pendaftarannya Di Kantor Pertanahan

Perlindungan hukum dalam arti sempit adalah sesusatg diberikan kepada
subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, bailg y@ersifat preventif maupun
represif, serta dalam bentuk yang tertulis maupdakttertulis. Dengan kata lain,
perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatobgean dari fungsi hukum,
yaitu ketenteraman bagi segala kepentingan marwasig ada di dalam masyarakat
sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangarp muasyarakat. Sedangkan
perlindungan hukum dalam arti luas adalah tidakyhadiberikan kepada seluruh
makhluk hidup maupun segala ciptaan Tuhan dan daatkan bersama-sama dalam
rangka kehidupan yang adil dan damai.

Sebagaimana diketahui, bahwa tujuan dari adanyadganjaminan adalah
untuk memberikan perlindungan, khususnya kepadalitkre apabila debitor
wanprestasi. Untuk memberikan perlindungan kepaeditor dirasa tidak cukup
hanya dengan dibuatkan APHT saja, tetapi juga hdirkisti dengan pendaftarannya
ke Kantor Pertanahan mengenai adanya Hak Tanggutegaebut. Karena Hak
Tanggungan baru lahir dan yang akan menjadikan deddun kreditor menjadi
kreditor preferen daripada kerditor-kreditor yaamp] yaitu pada saat dibuatnya buku

tanah Hak Tanggungan yang bersangkutan. Maka kepelaandatanganan APHT
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oleh para pihak, PPAT yang membuat akta tersebuishaengirim berkasnya ke
Kantor Pertanahan guna didaftar adanya beban Haggglagan tersebut.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 UUHT, dijelaskawdaerjanjian yang
menimbulkan hubungan utang-piutang yang dijaminumeeannya dapat dibuat
dalam 2 (dua) bentuk, yaitu baik berupa akta dilbataagan maupun akta autentik,
tergantung pada ketentuan hukum yang mengatur imaggjanjian itu. Bentuk
perlindungan hukum yang diberikan kepada pihaktdelpnenurut ketentuan dalam
Undang-Undang Hak Tanggungan ini terdapat dalamukeperjanjian kredit itu
sendiri. Perjanjian kredit ini berfungsi sebagait dukti serta memberikan batasan
mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepadalitoe ketika debitor
wanprestasi terdapat dalam bentuk perjanjian krdditana berdasarkan Penjelasan
Pasal 10 UUHT dijelaskan bahwa Perjanjian yang mbualkan hubungan utang-
piutang dapat dibuat dengan akta di bawah tangampumaakta autentik tergantung
pada ketentuan hukum yang mengatur materi.

Dalam hal akta Hak Tanggungan tidak didaftarkammli®&r pertanahan akan
menimbulkan akibat hukum, vyaitu Sertifikat Hak Tguggan tidak dapat
diterbitkan. Jika Sertifikat Hak Tanggungan tidakeibitkan, maka tidak pernah
lahir hak tanggungan, sehingga kreditor akan mangal kesulitan untuk
mengeksekusi, apabila Debitor wanprestasi atauai@aji, karena dalam UUHT
telah dijelaskan bahwa apabila Debitor wanprestesia benda yang menjadi objek
hak tanggungan dapat dieksekusi dengan cara pekeksatitle eksekutorial,
penjualan benda yang menjadi objek hak tanggungaménjualan dibawah tangan.

Untuk memberikan kepastian hukum, Pasal 13 UUHT ajibkan Hak
Tanggungan didaftarkan di BPN. Pendaftaran memdii yuridis sebagai suatu
rangkaian yang tidak terpisah dari proses terjadipgrjanjian Hak Tanggungan.
Selain itu Pendaftaran merupakan perwujudan das gmblisitas dan kepastian

hukum. Hak kebendaan dari Hak Tanggungan baru lagjak dilakukannya

" H.R. Daeng NajaHukum Kredit dan Bank Garansi, The Bankers Hand Book, Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2005, hal. 183
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pendaftaran pada BPN dan sebagai buktinya adatalbitkannya Sertifikat Hak
Tanggungan.

Oleh karenanya guna meminimalisir tidak terlindumygi secara hukum baik
Kreditur maupun Debitur terkait dengan pembuatanaRgan Kredit, pengakuan
Hutang, dan pemasangan APHT, Notaris PPAT harusks@hakan tugas dengan
sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi dan tugasngkuspejabat Umum, terutama
saat membuat (redaksi) akta perjanjian Kredit (PRgngakuan hutang (PH),
diusahakan yang seimbang terkait dengan hak daajikan baik Kreditur (Bank)
maupun Debitur. Karena dalam praktek, masing-maBagk telah memilikl form
Perjanjian Kredit (PK) dan pengakuan Hutang (PHhdsesendiri dimana Notaris
diminta membuat sesuai/sama dengan form yang dikietké Bank tersebut, bahkan
ada beberapa Bank yang telah mencetak perjangeniatd, dimana Notaris hanya
diminta melegalisir perjanjian standard tersebuaingy otomatis sangat memprotek
pihak Bank dan merugikan/mengurangi hak Debitur).

PENUTUP
Kesimpulan

Kedudukan hukum Akta pemberian Hak Tanggungan yéerambat
didaftarkan ke Kantor Pertanahan adalah tetap agné telah memenuhi ketentuan
Pasal 13 UUHT Perlindungan hukum bagi dabitur dan kreditur at&HA yang
terlambat didaftarkan ke Kantor Pertanahan terdppda Pasal 23 ayat (2) UUHT
yang mengatur bahwa dengan adanya sanksi admsnisitak menghapus sanksi
lain sesuai peraturan perundang-undangan yangkberta akan memberikan ruang
bagi para pihak baik kreditur maupun debitur umhédakukan tuntutan ganti apabila
ada peristiwva hukum karena hubungan hukum lain yangngakibatkan
dilaksanakannya suatu gugatan ataupun dilaksangkasuatu eksekusi oleh pihak

lain pada obyek yang sama.

Saran
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Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib memahami ketenpeadaftaran Akta
Pemberian Hak Tanggungan agar tidak merugikan kieygam para pihak yang
membuat akta dihadapannya. Pemahaman akan ketergaeadaftaran hak
tanggungan dapat membuat PPAT terhindar dari gogstea pihak yang dirugikan
akibat tidak terpenuhinya asas publisitas dalam Ralggungan.
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ABSTRAK

Hukum waris yang berlaku di Indonesia hingga saabelum menuju pada unifikasi hukum
yang seharusnya dapat menyelesaikan sengketa. dd@tgntuan yang berbeda dalam pembuatan akta
keterangan hak waris merupakan sumber permasal@mnseringkali terjadi dalam pembagian waris.
Kondisi tersebut menjadi alasan dibutuhkannya N®tsebagai satu-satunya pejabat yang berwenang
membuat akta keterangan waris. Penelitian ini mealigs kewenangan Notaris dalam membuat Akta
Keterangan Hak Waris dan kedudukan hukum keterahg&nwaris selain yang dibuat oleh notaris.
Metode penelitian yang digunakan adalah peneliiahum normatif, yaitu penelitian hukum yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atharb hukum sekunder sedangkan pendekatan
masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatamgithdang dan pendekatan konseptual. Hasil
penelitian ini mennunjukkan bahwa Notaris berwenammbuat Keterangan Hak Waris berdasarkan
Undang-Undang Jabatan Notaris dan Keterangan HalisWang dibuat oleh notaris merupakan akta
otentik. Keberadaan Keterangan Hak Waris bagi pduldundonesia pribumi asli mempunyai kekuatan
pembuktian di bawah tangan sedangkan keterangaw&a& yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan
merupakan akta otentik.

Kata Kunci: Unifikas hukum, Keterangan Hak Waris, Notaris

ABSTRACT

The inheritance law in force in Indonesia until nbas not yet led to a legal unification that shchdde
been able to resolve disputes. The existence dérdiit provisions in making inheritance rights
certificates is a source of problems that ofteruo@e the distribution of inheritance. This conditiis the
reason for the need for a Notary as the only @ffiauthorized to make a certificate of inheritariCleis
study analyzes the authority of the Notary in mgkiine Deed of Inheritance Rights and the legalstat
of inheritance rights other than those made bynthtary. The research method used is normative legal
research, namely legal research conducted by exagniibrary materials or secondary legal material
while the problem approach is carried out usinggal approach and conceptual approach. The results
this study indicate that the Notary is authorizedrake Information on Inheritance Rights basedhen t
Act of Notary Position and the Description of Init@nce Rights made by a notary is an authentic .deed
The existence of information on inheritance rigiatsindigenous indigenous Indonesians has the power
of proof under the hands while the information nheritance rights made by the Heritage Office is an
authentic deed.

Key words: Legal Unification, Information on Inheritance Rights, Notary
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PENDAHULUAN

Hukum waris yang berlaku di Indonesia hingga saatbelum menuju pada
unifikasi hukum yang seharusnya dapat menyelesagemgketa, karena : adanya
perkawinan campur, banyaknya penggolongan pendyeog pemberlakuan hukum
pada masing—masing golongan penduduk tersebut zejaln pemerintahan Hindia
Belanda dan juga karena mayoritas penduduk di keslarbertahan pada adat-istiadat,
tradisi, agama dan kepercayaan yang dapat bergamantara yang satu dengan yang
lain.

Bukti nyata bahwa di Indonesia saat ini belum tetible unifikasi hukum yaitu
berdasarkan pada ketentuan Pasal 111 ayat (4)uReraKepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Baf@an Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah §PankNo. 3 Th. 1997) yang
menentukan bahwa :

1. Bagi warganegara Indonesia penduduk asli suratdman ahli waris yang dibuat
oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dwahg saksi dan dikuatkan oleh
Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggabpswwada waktu meninggal
dunia.

2. Bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa ledteerangan hak mewaris dari
Notaris, dan

3. Bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asiimgnia surat keterangan waris
dari Balai Harta Peninggalan.

Dengan adanya penggolongan penduduk dan pembagmabnuptan keterangan
hak waris di Indonesia sebagaimana telah diuratkatas sudah dapat dipastikan akan
menimbulkan permasalahan hukum, terutama pelanggashadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,atgar : Undang-undang Nomor 12
Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-undangiN23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan dan Undang-undang NomrTé4hun 2008 Tentang

Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

RUMUSAN MASALAH
1) Apakah kewenangan Notaris dalam membuat Akta Kiegera Hak Waris?
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2) Apa kedudukan hukum keterangan hak waris selaig gdyuat oleh notaris?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukwrmatif yang dilakukan untuk
mencari pemecahan masalah atas permasalahan hi#ngragia. Pendekatan penelitian yang
digunakan adalah pendekatan undang-undataiute approach) dan pendekatan konseptual

(conceptual approach).

PEMBAHASAN
Kewenangan Notaris M embuat Keterangan Hak Waris

Wet op het notarisambt yang mulai berlaku tanggal 3 April 1999, Pasalufuha
disebutkan bahwa “Notaris de ambtenaar”, Notaris tidak lagi disebut sebagai
Openbaar Ambtenaar sebagaimana tercantum dalam Pas#Vel op het notarisambt
yang lama (diundangkan tanggal Juli 1842, Stb. Z@)ak dirumuskan lagi Notaris
sebagaiOpenbaar Ambtenaar, sekarang ini tidak dipersoalkan apakah Notaris gaba
Pejabat Umum atau bukan, dan perlu diperhatikamvaastilah Openbaar Ambtenaar
dalam konteks ini tidak bermakna umum, tetapi b&maaPublik. Amb pada dasarnya
adalah Jabatan Publik. Dengan demikian Jabatarridl@dalah Jabatan Publik tanpa
perlu atributOpenbaar?.

Jika ketentuan dalaftMet op het notarisambt di atas dijadikan rujukan untuk
memberikan pengertian yang sama terhadap keteteaal 1 angka 1 UUJN yang
menyebutkan Notaris adalah Pejabat Umum yang bamgemembuat akta otentik dan
kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasajat (2) dan (3) UUJN
maka Notaris sebagai pejabat publik yang bermakiharh bukan pejabat publik di
bidang pemerintahan. Notaris sebagai pejabat pyhalilg menghasilkan suatu produk
berupa akta otentik. Akta otentik tersebut dapgdtian sebagai bukti yang sempurna
apabila terjadi sengketa di pengadilan.

Notaris berwenang memiliki kewenangan untuk memiswatt keterangan,

salah satunya yaitu membuat surat keterangan vedas keterangan hak waris,

! Habib Adjie,Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, edisi
kedua, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 30-31
21bid., hal. 31
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melakukan pengesahan tandatangan, memberikan pataydgan penyuluhan hukum
serta sebagai penasehat hukulegal advisor) bagi seluruh warganegara tanpa
memandang, suku, ras dan agama. Fakta yang tegatpai dengan saat ini hukum
waris yang berlaku di Indonesia belum menuju padfikasi hukum secara mutlak.

Keberadaan keterangan hak waris selain yang diblett notaris di Indonesia,

kewenangan lainnya juga diberikan kepada beberegpansi pemerintahan.

Memang sejak pemerintahan Hindia Belanda tidak eidean pasti mengenai
pembuatan Keterangan Hak Waris harus dibuat dirisptanamun pembuatan
keterangan hak waris di Notaris tersebut merupakeatu kebiasaan yang dilakukan
bagi penduduk Tionghoa. Sejak diundangkannya UUdaka pembuatan keterangan
hak waris oleh notaris memiliki kepastian hukumaggbmana diatur dalam ketentuan
Pasal 15 ayat (3) UUJN, sehingga bagi warganegard{gluk Indonesia keturunan
Tionghoa, keturunan Belanda/Eropa serta Timur Agiaigu Jepang dan juga untuk
pribumi yang menundukan diri secara diam-diam keg@ithb Undang-undang Hukum
Perdata akan membuat keterangan hak waris di NoRenhundukan diri artinya bahwa
setiap orang mempunyai kebebasan menentukan hukamsnya meskipun adanya
penggolongan.

Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai kevgamanmembuat
keterangan hak waris berdasarkan Pasal 15 aydl3N, dan keterangan hak waris
yang dibuat oleh notaris merupakan akta otentilgydapat dijadikan sebagai alat bukti
yang sempurna apabila terjadi sengketa di pengetillamun notaris tidak
bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut oleta @i waris perihal pembuatan
keterangan hak waris sebagaimana peristiwa hukuseltet di atas, sebab notaris
dalam membuat keterangan hak waris telah didukuely data-data yang benar dan
obyektif.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapathdli suatu kesimpulan:

1. Notaris sebagai satu-satunya pejabat umum yang ley@mpunyai kewenangan

untuk membuat keterangan hak waris sebagaimanar diatam ketentuan Pasal 15

3 Hatta Isnaini Wahyu Utomo, “Pelaksanaan Tugas tdab&lotaris : Bahan Diskusi Dalam
Persiapan Menghadapi Ujian Kode Etik Notaris”, dipaikan pada acarBelajar Bareng Alumni,
Univeritas Narotama, 12 Februari 2017
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ayat (3) UUJN dan keterangan waris yang dibuat ntghris merupakan akta otentik

2. Notaris sebagai satu-satunya pejabat umum yangebarvg membuat akta otentik
sebagaimana diatur dalam pasal 1 Peraturan Jablatamis di Indonesia (PJN),
pasal 1867 BW, pasal 1868 BW, HIR, R.Bg. dan UUdhtang akta otentik yang
dapat dijadikan bukti yang sempurna pada penyalesangketa waris ;

3. Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh notaris seladjabat ahli tentang waris
KUHPerdata berdasarkan kewenangan yang dipercayakgada notaris dan
didasarkan pada data-data/dokumen-dokumen penduenaama tentang subyek
hukum waris ;

4. Notaris sebagai satu-satunya pejabat ahli yangtdagmbuat Keterangan Hak
Waris berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdata yamguliskan bagian-bagian
bagi masing-masing ahli waridegitieme portie) dan dilakukan penghitungan
bilamana ada tuntutan dari salah satu atau lebilvahisnya;

5. Keterangan Hak Waris yang dibuat notaris bukankgadpemikiran notaris, namun
pembuatannya berdasarkan pada dokumen/dokumemnl@taata pendukung yang
diperlihatkan kepada notafis.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tetrsetiu atas, bahwa
berdasarkan pada Pasal 15 ayat (3) UUJN mengemneenimgan notaris untuk
membuat Keterangan Hak Waris bagi golongan Tiongketurunan Belanda/Eropa
serta Timur Asing yaitu Jepang tetapi juga berlddagi golongan pribumi yang
menundukan diri secara diam-diam kepada Kitab Ugwerdang Hukum Perdata,
maka berdasarkan pada Pasal 2 Undang-undang Nothofatun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menyathihwa “Yang menjadi Warga
Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indoaglsidan orang-orang bangsa lain
yang disahkan dengan undang-undang sebagai wagmagUndang-undang Nomor
23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diadang-undang Nomor 40
Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Ktais yang tidak lagi
membedakan penggolongan penduduk sehingga Keterddgla Waris yang dibuat

4 Habib Adjie, Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris: Dalam Bentuk Akta
Keterangan Ahli Waris, Mandar Maju, Bandung, 2008, h. 12
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oleh notaris memberikan kepastian hukum bagi ahtiszyang menerima harta warisan
pewaris, selain itu bahwa keterangan hak waris gmgat oleh notaris merupakan akta
otentik yang dapat dijadikan bukti yang sempurnabdp terjadi sengketa waris di

pengadilan.

Kedudukan Hukum Keterangan Hak Waris Selain Yang Dibuat Oleh Notaris

Kemajemukan penduduk di Indonesia yang memilikbpdaan suku, ras dan
agama di setiap daerah tentunya memiliki aturanuimuk/ang berbeda dalam hal
pewarisan. terutama dalam pembuatan keterangarwhek. Keterangan hak waris
yang belaku hingga saat ini belum menuju unifikaskum yang seharusnya dapat
menyelesaikan sengketa, karena adanya perkawinampuca perbedaan agama,
perbedaan adat/budaya dan adanya penggolongandosaidu

Keberadaan keterangan hak waris selain yang dddehtnotaris di Indonesia,
kewenangan lainnya juga diberikan kepada beberaptansi pemerintahan yang
didasarkan pada ketentuan surat Direktur Jendeyedria a.n. Menteri Dalam Negeri
tertanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/12/6%aten surat keterangan warisan
dan pembuktian kewarganegaraan juncto ketentuaasd gasayat 1 PP No 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto ketentusal a4 ayat 1 huruf ¢ Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanddakiNo. 3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Noal2dnT1997 Tentang Pendaftaran
Tanah, yang menyatakan :

surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapatgdzer
1) wasiat dari pewaris, atau
2) putusan Pengadilan, atau
3) penetapan hakim/Ketua Pengadilan, atau
4) - bagi warganegara Indonesia penduduk aslatseterangan ahli waris
yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksideh 2 (dua) orang
saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan @amat tempat
tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia ;
- bagi warganegara Indonesia keturunan Tioaghakta keterangan hak
mewaris dari Notaris ;
- bagi warganegara Indonesia keturunan Timund\iinnya: surat
keterangan waris dari Balai Harta Penahag.

5 Hajar M, Polemik Hukum Waris, Suska Press, Jakarta, 2014, hal. 41
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Bagi warganegara Indonesia penduduk asli suratrdmjan ahli waris yang
dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan @létlua) orang saksi serta disaksikan
dan dibenarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan thianaoleh Camat tempat tinggal
pewaris pada waktu meninggal dunia. Dengan demikiaaka para ahli waris harus
membuat Surat Pernyataan Ahli Waris sendiri demganerangkan mengenai pewaris,
tempat tinggal terakhir pewaris, waktu meninggalpgavaris, ada/tidaknya pasangan
hidup pewaris, dan para ahli warisnya dan Suraty@ésman Ahli Waris tersebut akan
ditandatangani oleh para ahli waris dan saksingdlaya disaksikan dan dibenarkan
oleh Kepala Desa/Kelurahan dan dikuatkan oleh Céengpat pewaris tinggél.

Dalam praktek sehari-harinya Surat Pernyataan Warig dibuat oleh para ahli
waris sendiri seringkali terjadi konflik intergmterest conflic) antara ahli waris, karena
dalam pembuatan surat pernyataan ahli waris adahkgkman tidak mencantumkan
seluruh ahli waris dalam surat pernyataan ahli svaisebut sehingga terjadi sengketa
warisan sampai di pengadilan.

Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat para alaiismya sendiri memiliki
banyak kelemahan, antara lain :

1. Adanya konflik interer(interest conflic) antara ahli waris yang akan mengakibatkan
keretakan hubungan dalam keluarga ;

2. Surat Pernyataan Ahli Waris merupakan surat di bawaagan ;

3. Ahli waris tidak pernah mengetahui perihal adakiden surat wasiat yang dibuat
oleh pewaris.

Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Kantor Bdirta Peninggalan
diperuntukkan bagi warganegara Indonesia keturdnamur Asing lainnya termasuk
keturunan Arab, India dan Pakistan. Pelaksanaadidygsarkan pada “Pasal 14 ayat (1)
Instruksi voor de gouvernements staatsblad 1916 No. 517 jo. Peraturan Menteri
Negara/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang KetenPelaksanaan PP No. 24
Tahun 1997".

6 Udin Narsudin,Keterangan Waris Keterangan Ahli Waris Dalam Pluralisme Sstem Hukum
Waris Di Indonesia : Dalam Perspektif Kewenangan Notaris, Gaung Persada, Bandung, 2016, h. 34

7 Taufik H. SimatupangPenguatan Kinerja Unit Balai Harta Peninggalan, Balitbangkumham
Press, Jakarta, 2018, hal. 103
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Definisi Balai Harta Peninggalan (BHP) adalah leggbgang mempunyai tugas
mengawasi penyelesaian harta warisan yang ahlsmgimasih di bawah umur, baik
pewaris maupun ahli waris, tunduk pada hukum parBarat. Bagi warganegara Arab,
India dan Pakistan, apabila ingin membuat keteramhg& waris harus datang ke Kantor
Balai Harta Peninggalan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Kardtai Blarta Peninggalan akan
membuat keterangan hak waris berdasarkan dataidterien-dokumen pendukung.
Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Kantor Bilarta merupakan akta otentik
yang dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurrabipterjadi sengketa waris di
pengadilan. Kedudukan Balai Harta Peninggalan adalatu lembaga yang berwenang
membuat keterangan hak waris bagi warganegara, |Ada& dan Pakistan, berbeda
dengan notaris yang merupakan pejabat yang bergem@mmbuat keterangan hak
waris.

Dengan demikian, unifikasi hukum waris di Indones@angat penting karena
untuk memperoleh jaminan kepastian hukum melalmepgan hukum waris yang
sama bagi seluruh warganegara/penduduk Republdnésia sesuai KUHPerdata yang
berlaku saat ini, maka Pemerintah Republik Ind@ndgiarapkan segera mengeluarkan
suatu peraturan/regulasi/Undang-undang tentangkasifyang mewajibkan seluruh
warganegara/penduduk Indonesia untuk membuat kej@nahak waris pada pejabat

yang berwenang yaitu notaris.

PENUTUP
Kesmpulan

Notaris merupakan satu-satunya pejabat ahli yapaklderwenang membuat
keterangan hak waris yang merupakan akta otengkdsduruh penduduk/warganegara
Indonesia tanpa membedakan etnis/suku, agama ddanggo serta dapat
menyelesaikan permasalahan waris karena perkawiammpur sebagai dasar untuk
terjadinya unifikasi hukum waris

Keberadaan Keterangan Hak Waris bagi penduduk E=ianpribumi asli
mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan g&danketerangan hak waris

yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan merupaida otentik. Keterangan Hak
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Waris yang dibuat oleh penduduk Indonesia pribusti lzerupa surat pernyataan ahli
waris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagaidalbbawah tangan yang rawan

konflik, karena adanya konflik interenrterest conflic) antara ahli waris

Saran

Perlu segera diatur dalam Peraturan Perundang-dadamengenai unifikasi
dalam pembuatan keterangan waris untuk segala geopenduduk yang kewenangan
pembuatannya hanya diserahkan kepada Notaris Ba.ini untuk memberikan
kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi makgtangang membutuhkan surat
keterangan waris dan menghapus terjadinya diskaisnipang terjadi akibat ketentuan

yang berbeda mengenai pembuatan keterangan waris.
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ABSTRAK

Salah satu keistimewaan dari pada jaminan fidumisebut adalah sifat eksekutorial jaminan fidusaaap
sertifikat jaminan fidusia. Untuk memperoleh hak-tersebut maka jaminan tersebut wajib untuk dedkén
pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Namunmmdpidaksanaannya, masih banyak jaminan fidusia yang
tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran fiduBienelitian ini menganalisis akibat hukum terhadapidan
fidusia yang tidak didaftarkan dan perlindungan umkkepada kreditor jika akta Fidusia tidak didddser.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitiakum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakok
dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hgkldomder sedangkan pendekatan masalah dilakukan
dengan menggunakan pendekatan undang-undang ddekpéan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa akibat hukum terhadap akta jaminan fidusitu ymlak mempunyai kekuatan hukum sama sekalindala
melakukan eksekusi dan terhadap objek jaminaniidigak melahirkan hak-hak kebendaan yang melekda
jaminan fidusia. Sebagai akibat dari tidak didadsamnya akta jaminan fidusia maka tidak ada perliggun
hukum sama sekali terhadap kreditor

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia, Eksekusi
ABSTRACT

One of the features of the fiduciary guaranteehis éxecutorial nature of the fiduciary guaranteettom
fiduciary guarantee certificate. To obtain thesghts, the guarantee must be registered with theckidy
Guarantee Registration Office. But in its implenagion, there are still many fiduciary guaranteest tire not
registered with the Fiduciary Registration OfficEhis study analyzes the legal consequences of ifiduc
guarantees that are not registered and legal piate creditors if the Fiduciary deed is not stgied. The
research method used is normative legal reseammely legal research conducted by examining library
materials or secondary legal material while thebfm approach is carried out using a legal appreach
conceptual approach. The results of the study sthaivthe legal consequences of fiduciary guaradessls,
which have no legal force at all in carrying oueentions and against objects of fiduciary guaradteaot give
birth to material rights inherent in fiduciary gaatees. As a result of not registering a fiducidegd, there is
no legal protection at all for creditors.

Key words: Legal Protection, Registration of Fiduciary Guarantee Deed, Execution
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PENDAHULUAN

Jaminan fidusia sebagai salah satu lembaga jamsekarang ini turut serta
memegang peranan penting dalam pembangunan ekdndamesia, khususnya di bidang
perbankan sebagai lembaga yang menyalurkan krathtndmemenuhi kebutuhan modal.
Karena perkembangan ekonomi dan perdagangan akani dileh perkembangan zaman,
kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kiadmemerlukan jaminan demi keamanan
pemberian kredit tersebtit.

Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 199%amgnJaminan Fidusia
(UUJF), menyebutkan bahwa “Fidusia adalah pengalitek kepemilikan suatu benda atas
dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda hggndiepemilikannya dialihkan
tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda&kQlgminan fidusia sebelum berlakunya
UUJF adalah benda bergerak yang terdiri dari betalam persediaan, benda dagangan,
piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotnud sesudah berlakunya UUJF, maka
objek Jaminan fidusia diberikan pengertian yangs.lBerdasarkan UUJF, objek Jaminan
fidusia dibagi atas dua macam:

1. Benda bergerak baik yang berujud maupun tidak béruajan

2. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang ditb@bani hak tanggungan.

UUJF menentukan agar benda yang menjadi obyek danfidusia pembebanannya dibuat
dengan akta Notaris dan didaftarkan pada Kantodd&ftaran Fidusia (KPF).

Pada umumnya dalam praktek perbankan perjanjiaditkdibuat dengan akta
dibawah tangan karena demi efisiensi waktu dan meemmpdah debitor yang akan
mengambil kredit tanpa harus menunggu dalam pembuatktaotentik di hadapan
Notarisdan untuk meminimalisasi biaya pembuataa dielam kredit, sedangkan bagi bank
untuk penjaminan obyek yang dijaminkan dibuatlahaagenjaminan yang dibuat oleh
Notaris apabila penjaminan dengan fidusia dan #&lefabat Pembuat Akta Tanah (untuk

selanjutnya disebut PPAT) apabila penjaminan dektgdnTanggungad.

1Sri Soedewi Masjchoen Sofwahkiukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan
Jaminan Perorangan, Liberty, Yogyakarta, 1980, hal. 1.

2lbid, hal. 64

3Indah Antari Mutri,Perjanjian Kredir Dengan Jaminan fidusia Atas Kendaraan Bermotor Yang Dijual
Pada Pihak Ktiga Pada PT. Bank Danamon (Persero) Tbk Unit DSP Pracimantoro Wonogiri, Tesis,
Universitas Dipegoro, Semarang, 2010, hal. 2
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Proses Pembebanan Fidusia merupakan kegiatan tiagpelalam Jaminan fidusia
yaitu dilakukannya penandatanganan akta Jaminarsifid Pembebanan Jaminan fidusia
diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 UUiHE.J&minan fidusia adalah perjanjian
ikutan @ccesoir) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan Kéxaa bagi para pihak
untuk memenuhi suatu prestasi. Dan pembebanan dariitusia dibuat dengan akta Notaris
dalam bahasa Indone$iamun dalam praktek, sering terjadi bahwa peganfiokok yang
menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memersuatu prestasi antara pihak
pemberi fidusia dan penerima fidusia, tidak diikigingan pembebanan dalam akta Notaris
yang merupakan kegiatan yang terpenting dalam peama& Jaminan fidusia. Salah satu
syarat untuk mendaftarkan akta jaminan fidusia addlahwa akta itu harus dibuat dalam
bentuk akta Notaris, sebab Kanwil Kementrian Hukdam HAM, Seksi Pelayanan tidak
menerima pendaftaran jaminan fidusia yang dibuatgde akta dibawah tangan. Dengan
demikian, akta Notaris adalah syarat mutlak peadaftjaminan fidusia.

Dalam UUJF mengatur tentang pendaftaran Jaminarsiidguna memberikan
kepastian hukum kepada para pihak yang berkepamindan pendaftaran Fidusia
memberikan hak yang didahulukaprdferen) kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor
lain. Namun dalam praktek, hal tersebut tidak selsaepan yang diinginkan para pembuat
undang-undang (UUJF). Pendaftaran Jaminan fidugurddalam Peraturan Pemerintah

Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tentang Tata Cara Rerma Jaminan Fidusia Dan Biaya

Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Tujuan dari pendaftaran Jaminan fidusia add&lah :
1. Untuk memberikan kepastian hukum kepada para piaag berkepentingan;
2. Memberikan hak yang didahulukagpr ¢feren) kepada penerima fidusia terhadap kreditor

yang lain.

Melihat betapa pentingnya pendaftaran Jaminan iadgsna memberikan kepastian
hukum kepada para pihak yang berkepentingan, namasih banyak pihak kreditor
penerima fidusia yang tidak mendaftarkan akta jamiya’ Sebagai contoh, dalam praktek

ditemukan fakta bahwa fidusia sebagai jaminan talEiksanakan sesuai dengan aturan yang

4Salim HS,Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 65.

STan KameloHukum Jaminan fidusia (Suatu Kebutuhan Yang Di Dambakan), Alumni, Bandung, 2006,
hal.. 216

8Salim HS,0p.Cit, hal. 82.

Tan KameloLoc.Cit..
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sudah diberlakukan semenjak tahun 1999, peratued@kganaannya maupun peraturan-
peraturan lain yang mengatur mengenai pendaftamaman fidusia. Diantaranya jaminan

kredit pada KSP Artha Tani Mandiri dilakukan hamgngan menambahkan jaminan fidusia
untuk penyaluran kreditnya pada perjanjian kretaithun dalam praktek jaminan fidusianya
belum melaksanakan kewajiban dan aturan yang tetrditam UUJF. Jaminan fidusia tidak

didaftarkan dan tidak dbuatkan akta Notéris.

RUMUSAN MASALAH

1) Apa akibat-akibat hukum terhadap Jaminan fidusragytadak didaftarkan?

2) Apa perlindungan hukum kepada kreditor jika ak@@uBia tidak didaftarkan?

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukenmatif yang dilakukan untuk mencari
pemecahan masalah atas permasalahan hukum yandPeadidekatan penelitian yang digunakan

adalah pendekatan undang-undarstptte approach) dan pendekatan konseptuatorfceptual
approach).

PEMBAHASAN
Akibat-Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan.

Akta jamina fidusia merupakan perjanjian ikutani daratu perjanjian pokok, maka
kegiatan terpenting dalam pembebanan perjanjiankpk& dalam bentuk akta otentik adalah
penandatanganan akta. Sesuai dengan UUJF, pemlakitajaminan fidusia wajib dibuat
dengan akta notaris secara notariil akta artinyauati di hadapan notaris menggunakan
bahasa Indonesia sebagaimana tersebut dalam Pagat §l) UUJF. Penegasan perjanjian
jaminan fidusia dengan akta notaris dalam UUJF pakan suatu norma yang memaksa
(imperatif bukan fakultatif). Artinya apabila pemj@an jaminan fidusia dilakukan selain
dalam bentuk akta notaris, secara yuridis perjarjpminan tersebut tidak pernah ada. Hal

tersebut semakin jelas jika dikaitkan dengan prosgmdinya jaminan fidusia ketika

8Achmad Lukman HakimiTinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan
Jaminan Fidusia Tanpa Pendaftaran Oleh Kreditor (Studi d KSP ArthaTani Mandiri Banyuwangi), Docstoc,
diakses dari http://www.docstoc.com/docs/ 95313334jauan-Yuridis-Sosiologis TerhadapPelaksanaan-
Perjanjian-Kredit, diakses tanggal 22 Maret 2018.
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dilakukan pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Ed#PF) yang permohonannya harus
dilengkapi dengan salinan akta notaris tentang eéaran jaminan fiduska.

Alasan mengapa UUJF menetapkan bentuk khusus (W&taris) bagi perjanjian
Jaminan fidusia adalah bahwa sebagaimana diatamd&asal 1870 KUH Perdata yang
menyatakan bahwa akta Notaris merupakan akta ktemémiliki kekuatan pembuktian
sempurna. Mengingat bahwa objek Jaminan fidusia pexumnya adalah barang bergerak
yang tidak terdaftar, maka sudah sewajarnya balemtuk akta otentiklah yang dianggap
paling dapat menjamin kepastian hukum berkenaagaheabjek Jaminan fidusia.

Pendaftaran jaminan fidusia dibuat dengan aktariiptaonsekuensi jaminan fidusia
yang tidak dibuat dengan akta notariil maka aktatigak dapat didaftarkan. Pendaftaran
dilakukan setelah akta jaminan fidusia telah ditgaadgani oleh para pihak pada Kantor
Pendaftaran Fidusia (KPF) di tempat kedudukan peakberi fidusia.

Pendaftaran suatu akta jaminan fidusia itu jugahtelinyatakan dalam suatu akta
jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris yang beybdemikian :

Pemberi fidusia dengan ini memberi kuasa kepadarjea fidusia yang menyatakan
menerima kuasa dari pemberi fidusia untuk melaksamgpendaftaran jaminan
fidusia tersebut, untuk keperluan tersebut menghdidzadapan pejabat atau instansi
yang berwenang (termasuk kantor pendaftaran jamifidasia), memberikan
keterangan, menandatangani surat/formulir, mendaftajaminan fidusia atau objek
jaminan fidusia tersebut dengan melampirkan peaayapendaftaran jaminan fidusia
serta untuk mengajukan permohonan pendaftaranpatafdahan dalam hal terjadi
perubahan atas data yang tercantum dalam sertjfikainan fidusia, selanjutnya
menerima sertifikat jaminan fidusia dan/atau petaga perubahan sertifikat
dokumen-dokumen lain yang bertalian dengan kepeilwa membayar semua biaya
dan menerima kwitansi segala pembayaran serta jsElgm melakukan segala
tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksankddmtuan dari akta A,

Sebagai akibat dari tidak didaftarkan akta jamifidasia tersebut otomatis kekuatan
pembuktian akta otentik telah terdegradasi dengawdisnya sebagai akta dibawah tangan
yang tidak memiliki kekuatan apapun dalam pembukila terjadi wanprestasi karena yang
menjadi titik tolak pembuktian jaminan fidusia alalpada setifikat bukan pada aktanya.
Nilai kesempurnaan akta notaris dalam perjanjianinan dengan fidusia ini, jika terjadi
sengketa keperdataan antara para pihak otomagsaiikingkan, sebab yang menjadi alat
terkuat adalah suatu sertifikat yang di keluark#éh dKantor Pendaftaran Fidusia (KPF).

°Tan KameloOp.Cit, hal. 195.
Obid, hal.21

50



m JURTAMA :: ISSN : 2657-1005
(Jurnal Kenotariatan Narotama)
Volume 1 Nomor 1, April 2019

Akta notaris hanya sebagai syarat untuk pengelusedifikat jaminan fidusia. hal tersebut
ternyata dari syarat-syarat pengajuan pendaftamamgan fidusia pada Kantor Pendaftaran
Jaminan Fidusia (KPF) yakni melampirkan salinam gmninan fidusia (akta notaris).

Oleh karena sebaiknya jika suatu akta jaminan f@dyang telah selesai dilakukan
pembebanannya berdasarkan perjanjian pokoknya taikah pada Kantor Pendaftaran
Fidusia (KPF). Sebab hanya dengan akta notaral sejum cukup untuk membuktikan atau
memperoleh hak agunan terhadap objek jaminan t@rsian hak-hak yang diberikan UUJF
kepada kreditor tidak diperloeh sesuai dengan iprifgninan fidusia menurut UUJF vyaitu
tiada pendaftaran tanpa pembebanan dan tidak maikad akta notariil yang merupakan
alat bukti sempurna yang secara lahiriah, formil daateril adalah benar tidak terdegradasi
sebagai akta dibawah tangan atau dengan katadakirhengikat kedua belah pihak maupun
pihak ketiga.

Grosse dari akta notaris mempunyai kekuatan eksekutoaalgysama dengagrosse
putusan hakim. Dengan demikian tidak hanya tagiterupa uang yang dapat dieksekusi
berdasarkargrosse akta notaris, akan tetapi juga tuntutan, misalogguk menyerahkan
barang bergerak Namun pengeluaramrosse akta oleh notaris hanya terbatas pada
pengeluarargrosse akta pengakuan utang sebagaimana yang telah slilsltiam Pasal 55
ayat (2) UUJN yang menyatakan bahwadsse akta pengakuan utang yang dibuat dihadapan
notaris adalah salinan akta yang mempunyai kekuslitaakutorial”. Jadi akta notariil yang
merupakan akta jaminan fidusia tanpa pendaftadak tdapat dilakukan eksekusi karena
tidak mempunyai kekuatan eksekusi sebagaimana lksgouthakim yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.

Pendaftaran menurut UUJF merupakan momentum yamgaséinggi nilainya dari
lembaga jaminan fidusia, karena lahirnya hak agwediagaimana tersebut diatas yaitu pada
saat terdaftarnya akta jaminan fidusia pada Kapedaftaran Fidusia (KPF). Aspek hukum
pendaftaran melahirkan hak mendahului sekaligus leekan title eksekutorial bagi
kepentingan penerima fidusia.

Tujuan dari pada pendaftaran jaminan fidusia adalatnk memberikan hak yang
didahulukan freferen) kepada penerima Fidusia terhadap kreditor yamg Atau Dengan

kata lain tujuan dari pendaftaran adalah untuk medan hak kebendaan dan memenuhi asas

Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang
Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 48.
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publisitas, juga untuk memperoleh kepastian hukagi bara pihak dan pihak ketigalni
disebabkan Jaminan fidusia memberikan hak kepaueripga Fidusia untuk tetap menguasai
bendanya yang menjadi objek Jaminan fidusia berkiasakepercayaan. Pada prinsipnya,
sistim hukum jaminan terdiri dari jaminan kebenddaakelijkezekerheids) dan jaminan
peroranganer sonlijkezeker heids).*3

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUJF, jaminan fidusiapakan jaminan kebendaan.
Sebagai hak kebendaan, jaminan fidusia mempunyai dioit de suite dan droit de
preference untuk mengambil pelunasan piutangnya atas haselkelsi benda jaminan. Dan
hal tersebut tidak hapus walaupun terjadi kepailikarena penerima fidusia merupakan
kreditor separatis sebagaimana yang dicantumkamdBasal 58 Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1994 Tentang Kepailitaéh.Pembuktian apakah benda yang menjadi objek jamina
fidusia sudah terdaftar atau belum dapat diketalami bukti surat kepemilikannya. Bukti
kepemilikan benda yang menjadi objek jaminan fidwkpat berupa dokumen dari benda itu,
misalnya mobil dibuktikan dengan Surat Tanda NorKendaraan (STNK) dan Buku
Pemilik Kendaraan (BPKBY.

Namun dalam praktek sebagian besar penerima fidig# mendaftarkan akta
jaminan fidusia. Adapun alasan tidak didaftarkata g&minan fidusia :

1. Nominal penjaminan kecil, padahal biaya pendaftaxgup besar dan karena itu tidak
sesuai dengan asas manfaat;

2. Prosedur dan prosesnya lebih lama, dan hal ini leaé&nnya dengan birokrasi dan
tempat.

Sebenarnya tidak ada ketentuan di dalam UUJF yamgyatakan bahwa jaminan
fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak sahnydasaja untuk memberlakukan ketentuan
yang ada di dalam undang-undang tersebut, makalaardipenuhi syarat benda jaminan
fidusia itu didaftarkan. Dari bunyi ketentuan tdmse dapat memberikan penafsiran yang
berbeda, apakah jangka waktu 60 (enam puluh) leaselbut merupakan jangka waktu
pendaftaran jaminan fidusia ataukah pendaftaram ddeg-akta jaminan fidusia yang telah

ada sebelum didirikannya Kantor Pendaftaran Fid(lsRF). Dalam UUJF selain daripada

2Tan KameloOp.Cit, hal.129.
13 Hatta Isnaini Wahyu Utomo, “Hukum Jaminan”, BahAjr Mata Kuliah Hukum Jaminan,
Universitas Yos Sudarso, 2017, hal. 18

M bid, hal. 29.
Tan KameloOp.Cit, hal. 129.
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jangka waktu tersebut tidak ada ketentuan yang atangnengenai kejelasan jangka waktu
diharuskan untuk mendaftarkan akta jaminan fidbsiaebut. Jadi menurut penulis jangka
waktu tersebut hanya berlaku bagi pendaftaran alid@-jaminan fidusia yang telah ada
sebelum didirikannya Kantor Pendaftaran Fidusia HKPNamun, sekalipun telah
diberlakukan aturan tersebut dalam praktek masitdapat perusahaan-perusahaan
pembiayaan yang masih juga belum mendaftarkan jaktanan fidusia sebagaimana telah
disebutkan sebelumnya bahwa perjanjian jaminansigditu sendiri hanya terbatas pada
pembebanan akta notaris saja dan tidak melakukataftaran sebagaimana yang diwajibkan
oleh peraturan perundang-undangan tersebut.

Maka, akibat hukum dari jaminan fidusia yang tiddklaftarkan adalah tidak
melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan faltsisebut, sehingga karakter kebendaan
sepertidroit de suite (hak kebendaan senantiasa mengikuti bendanyagditasiapa saja
benda itu berada) dan hak prefensi tidak melekaa jeeditor pemberi jaminan fidusia; atau
dengan kata lain jaminan fidusia bersifat persomaniersonlijkezeker heids).®

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2)UUJF, iBattifaminan Fidusia mempunyai
kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusana@isg yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap. Berdasarkan titel eksekutorigpenerima fidusia dapat langsung
melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umumadia& jaminan fidusia tanpa melalui
pengadilan. Ketentuan ini tercantum dalam Pasaly29 (1) UUJF.

Pada asasnya lahirnya suatu sertifikat jaminarsfedsaat dilakukan pendaftaran pada
Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) pada tiap-tiafxaba propinsi yang berada dalam wilayah
Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Dalamfi@ttjaminan fidusia memuat irah-
irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang MBka’. Adanya irah-irah tersebut
apabila debitor melakukan wanprestasi maka kreggoerima jaminan fidusia berhak untuk
menjual barang jaminan tesebut. Adapun eksekuskullan dengan cara :

a. Secara fiat eksekusi (dengan memakai titel ekseki}foyang lewat suatu penetapan
pengadilan.

b. Secara parate eksekusi. Parate executie adalahalamé@g@n sendiri atau mengambil
sendiri apa yang menjadi haknya, dalam arti targsarpparaan hakim, yang ditujukan atas

sesuatu barang jaminan untuk selanjutnya menjodirs®arang tersebut.

6 Tan KameloOp.Cit, hal. 30.
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c. Dijual di bawah tangan oleh pihak kreditor sendiri.
d. Lewat gugatan biasa pengadilan.

Oleh karena itu jika suatu jaminan fidusia yanglkidlilakukan pendaftaran maka
tidak memiliki sertifikat jaminan fidusia, yang isxya bahwa kreditor tidak dapat melakukan
eksekusi terhadap objek jaminan melalui cara-caemgy ditentukan dalam UUJF
sebagaimana tersebut diatas dan tidak mendapatiagamanan dari pihak kepolisian
terhadap pelaksanaan eksekusiberdasarkan Per&tapafri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang
Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Perlindungan Hukum Dalam Hal Tidak Didaftarkannya Akta Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia adalah salah satu perlindunganrhukagi keamanan kreditor yakni
bagi suatu kepastian bahwa nasabah debitor akaonasel pinjaman kredit. Perjanjian
jaminan fidusia bukan suatu hak jaminan yang lkhrena undang-undang melainkan harus
diperjanjikan terlebih dahulu antara bank dan nalsatebitor. Oleh karena itu, fungsi yuridis
pengikatan jaminan fidusia lebih bersifat khusdks jdibandingkan dengan jaminan yang
lahir berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata. Fungsligipengikatan benda jaminan fidusia
dalam akta jaminan fidusia merupakan bagian yadaktierpisahkan dengan dari perjanjian
kredit.

Dengan fungsi yuridis jaminan fidusia yang dinyataldalam akta jaminan fidusia
semakin meneguhkan kedudukan bank sebagai keduduiederen. Selain itu, kreditor
penerima fidusia akan memperoleh keepastian tephpeagembalian utang debitor. Fungsi
yuridis itu juga akan mengurangi tingkat resiko lbadalam menjalankan usahanya
sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undangnaria

Sejak diberlakukannya UUJF, dalam implementasingaiimterdapat pelanggaran-
pelanggaran hukum baik yang dilakukan oleh pih&klitor (penerima fidusia) maupun oleh
pihak debitor (pemberi fidusia). Pelanggaran-pedangn yang sering dilakukan oleh kreditor
adalah sebagai berikdf:

1. Kreditor tidak mendaftarkan obyek jaminan fidusi&edntor Pendaftaran Fidusia (KPF).

bid,.

Bnttp://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karylmiah-lainnya/183-pelanggaran-pelanggaran-
hukum-dalam-perjanjian-kredit-dengan-jaminan-fidusiiaskes pada tanggal 18 Agustus 2018 pukul 10.01
WIB.
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2. Pendaftaran fidusia dilakukan setelah debitor westgsi.

3. Perjanjian kredit yang diikat dengan jaminan sidunamun obyeknya bukan merupakan
obyek jaminan fidusiaKreditor melakukan eksekushadap obyek jaminan fidusia tidak
sesuai ketentuan Pasal 29 UUJF.

Selain dilakukan oleh pihak kreditor, pelanggarakum terhadap ketentuan dalam
UUJF juga dapat dilakukan oleh pihak debitor. Pgimman-pelanggaran yang sering
dilakukan debitor adalah sebagai berikdt :

1. Debitor menjaminkan lagi obyek jaminan fidusia (B ulang).

2. Pemberi fidusia (debitor) menggadaikan, mengalitdéan menyewakan obyek

3. Debitor mengubah dan atau mengganti isi dari bgadg menjadi obyek jaminan.

Mengacu pada uraian tersebut diatas terlihat batadem praktek pemberian kredit
dengan jaminan fidusia, ternyata masih banyak pekman terhadap ketentuan-ketentuan
dalam UUJF walaupun undang-undang tersebut teldhkinelebih dari sepuluh tahun yang
lalu. Oleh karena itu pelaksanaan jaminan fiduaiard praktek masih memerlukan perhatian
yang serius dari para penegak hukum khususnygpeanhentuk undang-undang.

Jika ditinjau dari UUJF, apakah ada perlindungakuhukepada pihak kreditor pada
saat terjadi wanprestasi :

1. Bahwa pendaftaran ikatan jaminan atas benda tielalaftar sesungguhnya tidak cukup
melindungi kepentingan kreditor terhadap pihakdeeti

2. Dalam hal yang dijaminkan adalah benda persedigauniaventory, maka kedudukan
kreditor sangat lemah karena barang jaminan baiklg, perpindahan maupun
kedudukan atau keberadaan barang tersebut sditédsi sehingga pemenuhan terhadap
asas publisitas hanyalah pemenuhan dekoratif taphadatu aturan hukum. Keberlakuan
dekoratif sesungguhnya memiliki potensi memunculkssalah hukum baru yang tentu
saja tidak dikehendaki oleh para pelaku bisnisga pembuat undang-undang di badan
legislatif, khusus mengenai barang fidusia berupentori, barang komoditi agro telah
diatur dengan undang-undang Nomor 9 tahun 200&ngr8istim Resi Gudang.

3. Dari sisi praktis, sistim pendaftaran fidusia daldtJJF untuk sementara hanya
bermanfaat bagi kreditor besar dengan jaminan ya&mgpunyai nilai besar saja. Debitor

dari sektor Unit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) gan sulit memanfaatkan

¥1bid
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keberadaan undang-undang ini bagi pengembangara usaheka. Sifat universalitas
aturan perundang-undangan menjadi sulit diterapgkamena hanya golongan tertentu
khususnya pengusaha yang bermodal kuat saja ygmaf deemanfaatkan keberadaan
undang-undang ini.

4. Keberadaan Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) di Kmia provinsi menyulitkan
pelaksanaan pendaftaran fidusia, karena belum sepmaginsi memiliki fasilitas
transportasi yang memadai sehingga tidak membenkanfaat dari segi kepraktisan.
Terlebih bagi pemberi fidusia yang bertempat tingijlmar wilayah Republik Indonesia.
Dengan demikian peaksanaan pendaftaran akan meRkanbhiaya yang tidak sedikit dan
waktu yang digunakan cukup lama. Ini tidak menugjkandisi bisnis yang mempunyai
filosofi waktu adalah uanffime is money).

5. Akta jaminan fidusia yang bernilai kecil dimanfaatkoleh pengusaha menengah kebawah
dan harus didaftarkan ternyata didalam kenyatabagsan besar tidak didaftarkan ke
Kantor Pendaftaran Fidusia (KPf).

Uraian tersebut merupakan bukti kerancuan dalanggiaran norma-norma dalam
UUJF tidak didudukan pada asas hukum yang mengshrdpembentukan undang-undang
guna mendukung eksistensi norma-norma tersebutndataran perundang-undangan. Hal
tersebut sebagai akibat dari peraturan tersebutitifecara tergesa-gesa dan tidak melewati

kajian akademis yang memadai.

PENUTUP
Kesimpulan

Akibat hukum suatu jaminan fidusia yang tidak té&@lapada kantor pendaftaran
fidusia yaitu akta yang dibuat dihadapan pejabatmammotaris hanya dipandang sebagai
suatu perjanjian biasa yang tidak memiliki kekuatsksekutorial sama sekali, tidak
melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan faltsisebut, sehingga karakter kebendaan
droit de suite dandroit deprefence tidak melekat pada objek jaminan fidusia sehinggeses
eksekusi atas benda atau objek jaminan fidusia fidak didaftarkan tidak dapat dilakukan.
Berdasarkan uraian pada pembahasan sebagaimae#®utediatas penulis mengambil

kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap kredialam hal tidak didaftarkannya

20 A A. Andi Prajitno,Hukum Fidusia : Pasca Pendaftaran Secara Online, Putra Media Nusantara, 2018,
hal. 38
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akta jaminan fidusia dari UUJF tidak ada sama sdiakena menurut UUJF tiada suatu
jaminan fidusia tanpa suatu pendaftaran.
Saran

Diperlukan adanya ketelitian bagi Notaris dalam roeat akta jaminan fidusia yang
prosesnya meliputi pembuatan akta dan pendaftaNotaris sebagai pejabat yang
mempunyai akses untuk mendaftarkan jaminan fideetara online harus mendaftarkan akta
fidusia tepat waktu guna memenuhi asas publisk&dalaian Notaris dalam melakukan
pendaftaran jaminan fidusia dapat merugikan kreditan atas kelalaian tersebut Notaris

dapat digugat untuk memberikan ganti rugi atasdgiaruyang dialami kreditur.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubunigakum para pihak dalam Perjanjian Pengikatan Jedl B
(PPJB) Satuan Rumah Susun dan perlindungan hukugn pambeli Satuan Rumah Susun apabila
penjual/developer wanprestasi. Penelitian ini maekap penelitian yang bersifat yuridis normatif yait
penelitian terhadap hukum yang berada di dalamnglang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitia
menitikberatkan pada penelitian dokumen atau kakaan yang intinya mencari teori-teori, pandangamgy
mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalgdram akan diteliti. Hasil penelitian menunjukkarhiwa
hubungan hukum antara para pihak dalam PPJB dinsejak adanya penandatangan PPJB maka terjalin
hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajilzala pnasing-masing pihak. Perlindungan hukum bagi
pembeli Satuan Rumah Susun apabila penjual/devetoglakukan wanprestasi adalah melalui arbitrasgaie
biaya tanggung renteng oleh para pihak. Ini bejiiiterjadi sengketa antara para pihak mengeegapjian
jual beli satuan rumah susun, maka penyelesaiatittgk melalui peradilan umum atau litigasi, tetapaya
penyelesaiannya ditempuh melalui arbitrase (nayakf).

Kata Kunci: Rumah Susun, Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

This study aimed to determine the legal relatiomshii the parties in the Agreement on Sale and Risech
(PPJB) Flats and legal protection for buyers of Hiausing Unit if the seller / developer defaulsis research
is a normative juridical research, namely researchaws that are in the legislation in force indndsia. This
research focused on document research or literattnieh essentially looks for theories, views thaivé
correlation and are relevant to the problems tcstoelied. The results of the study indicated that ldgal
relationship between the parties in the PPJB stants the signing of the PPJB, so that a legalti@iship is
established which creates the rights and obligatafreach party. Legal protection for buyers ot Elaits if the
seller / developer defaults is through arbitratidrihe cost of joint responsibility by the partiismeant that if
there is a dispute between the parties regardimgadle and purchase agreement unit apartmentetthensent is
not through public court or litigation, but the stibn is taken through arbitration (non litigation)

Key words: Flats, Agreement on Binding of Sale and Purchase, Legal Protection
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PENDAHULUAN

Rumah adalah tempat tinggal, tempat berlindungb#gsnaung bagi setiap orang yang
merupakan salah satu kebutuhan primer setelah rmakaninuman dan pakaian bagi
manusia. Pembangunan perumahan yang semakin palsdit satu tujuannya adalah
memenuhi kebutuhan primer manusia. Dari tahun ikent&ebutuhan rumah ini dirasa cukup
sangat besar, mengingat pesatnya pertumbuhamug@ngang merupakan permasalahan
utama bagi peningkatan permintaan akan rumah, khyaudi kota-kota besar negara
berkembang seperti Indonesia. Sementara kendaka giaadapi adalah terbatasnya lahan
untuk pemukiman di perkotaan. Salah satu alternatifuk memecahkan kebutuhan
pemukiman/perumahan di perkotaan dengan lahan wgamgat terbatas, yaitu dengan
membuat model hunian yang dibuat secara vertikadtl) yperupa bangunan rumah susun.

Ada beberapa istilah dalam penyebutan rumah susaperti : rumah susun,
apartemenflat, strata title dancondominium, hal ini biasanya dilihat dari bentuk bangunan
dan siapa penghuni dari rumah susun tersebut, nggahulai dari yang berkelas, biasa
disebut apartemerbndominium (untuk golongan menengah keatas) maupun yanghseder
yang biasa disebut Rusun (Rumah Susun) untuk gafomgenengah kebawah. Namun
demikian, apapun istilah-istilah yang ada dalam yaakat tentang rumah susun tersebut,
apakah itu rumah sususirata title, apartemenflat dancondominium, yang biasanya dilihat
dari bentuk bangunan dan siapa penghuni dari ruseghn tersebut, baik yang berkelas
seperti apartemergndominium maupun yang sederhana yang biasa disebut RusumafRu
Susun), dalam bahasa hukumnya tetaplah disebagaelSRumah Susun”, karena mengacu
pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 TentangaRuSusun (UURS), dimana
dalam Pasal 1 ayat (1) UURS disebutkan pengertisnaR Susun, adalah:

“Bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalanuslirsgkungan yang terbagi
dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fangk baik dalam arah horizontal
maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yargingimasing dapat dimiliki

dan digunakan secara terpisah terutama untuk telnuyo@n yang dilengkapi dengan
bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.”

Rumah susun sebagai sesuatu yang tergolong baruntzesyarakat, maka cukup
banyak timbul permasalahan yang menyangkut peragglofumah susun. Permasalahan
penghunian bisa timbul karena menghuni rumah sg&lagai bentuk budaya baru yang
membutuhkan waktu untuk penyesuaian.

Hubungan hukum antara pengembang, pengelola, pengan pengurus PPPSRS
(Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumahn$ugang terkadang tidak harmonis,
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dapat menimbulkan ketidak nyamanan dalam penghuaraah susun. Demikian juga untuk
perlindungan terhadap pemilik/ penghuni satuan humasun sebagai konsumen/pembeli
satuan rumah susun hingga saat ini masih lemahrafikkan dalam perjanjian jual beli/sewa
menyewa rumah susun yg dibuat dalam bentuk bakehst lebih diutamakan kepentingan
pihak yang menyewakan/pemilik dari pada pihak pemypenghuni rumah susun. Belum
lagi adanya developer yang melakukan wanprestasgate berbagai alasan-alasan yang
tentunya sangat merugikan bagi pembeli rumah suseperti penyelesaian pembangunan
yang mundur dari jadwal yang telah ditentukan, @iaukualitas rumah susun yang ternyata
tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, dimdia terjadi sengketa, maka
penyelesaiannya selalu melalui musyawarah, karahiairsudah diatur dalam perjanjian jual
beli/sewa menyewa satuan rumah susun tersebut, mdohau melalui jalur non litigasi
tersebut tidak dapat menyelesaikan sengketa, mde&k tnenutup kemungkinan untuk
menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi, y@iéngan mengajukan gugatan ke peradilan

umum.

RUMUSAN MASALAH

1. Apa hubungan hukum antara penjual (developer) dambpli dalam Perjanjian
Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun ?

2. Apa bentuk perlindungan hukum bagi pembeli Satuanmd&h Susun apabila

penjual/developer wanprestasi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukimmatif yang dilakukan untuk
mencari pemecahan masalah atas permasalahan hakgnaga. Pendekatan penelitian yang
digunakan adalah pendekatan undang-undstatuie approach) dan pendekatan konseptual

(conceptual approach).

PEMBAHASAN
Hubungan Hukum Penjual Dan Pembeli Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan
Rumah Susun

Rumah susun dibangun sebagai upaya memenuhi kelnuto@syarakat akan hunian
yang layak dalam lingkungan yang sehat, dan meampaalah satu alternatif pemecahan

masalah dalam hal pengadaan lahan yang sangadigialitat, khususnya diwilayah kota-kota
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besar dinegara berkembang yang sangat padat pémjadakibat banyaknya urbanisasi

dikota-kota besar seperti kota Jakarta dan Surabaya

Secara sederhana pelaku dalam rumah susun teddagi dmpat (4) agen, yakhi:

1. Pengembang (developer) yakni seseorang atau pearsalyang mengharapkan
keuntungan dengan kegiatan pengembangan rumah ;susun

2. Pengguna (user), seseorang atau perusahaan yangero&h keuntungan dengan
memanfaatkan atau memiliki rumah susun ;

3. Investor, seseorang atau perusahaan yang menghaar&pkintungan dari modal yang
ditanamkan untuk berinvestasi rumah susun.

4. Spekulator, yakni seseorang atau perusahaan yamgeneleh keuntungan dari spekulasi
penempatan modal dalam investasi Rumah Susun.

Selain itu masih ada beberapa pihak yang terkaij yerlibat dalam dunia pemasaran
rumah susun, seperti banker, Notaris sebagai pamBBdB/AJBnya, pengacara atau
konsultan hukum, pihak asuransi, instansi-insterkait dan lain-lain.

Menurut peraturan perundangan, para pihak yandaertlalam pembangunan dan
pengelolaan Rumah Susun adafah :

1. Penyelenggaraan pembangunan, dalam hal ini Pengegmba

2. Perhimpunan penghuni, yang akan dibentuk para pemdbwner unit) dengan dibantu
oleh penyelenggara pembangunan dan dituangkan dsletu Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga yang wajib dipatuhi oleh pargghuni / pemilik;

3. Badan Pengelola, yang akan ditunjuk oleh perhimpupanghuni untuk mengelola
Rumah Susun tersebut dengan upah dan biaya-biayg akan disetujui oleh Rapat
Umum Anggota Perhimpunan penghuni. Badan pengéatoldapat saja dibentuk oleh
perhimpunan sendiri, tetapi lazimnya pengelolagerdihkan kepada properti manajemen
yang profesional;

4. Penghuni, dalam hal ini para pemilik unit sarususingy akan menjadi anggota
Perhimpunan Penghuni dan memiliki hak suara dal@memtukan jalannya pengelolaan.

Hubungan Hukum adalah hubungan yang menimbulkdragakiukum, akibat hukum

disebabkan karena timbulnya hak dan kewajiban, ek merupakan suatu kenikmatan,

! Adrian SutediHukum Rumah Susun & Apartemen, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan I, Nopember 2010,
hal. 9

2 Hatta Isnaini Wahyu Utomo, “Hukum Tanah Nasiondahan Diskusi Dalam Menghadapi Ujian
Pejabat Pembuat Akta Tanah 2017”, Makalah, disdtapapada acar8elajar Bareng Alumni, Universitas
Narotama, 22 Oktober 2017, hal. 53
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sedangkan kewajiban merupakan beb&fubungan hukum dari perjanjian menimbulkan
suatu perikatan, karena perjanjian tersebut menhgpgada para pihak yang terlibat
didalamnya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4$#8(1) BW, yang menyebutkan
bahwa semua perjanjian yang dibuat secara salkbestdbagai undang-undang bagi mereka
yang membuatnya. Karena itulah mengapa perjangagigatan jual beli harus dibuat secara
otentik yaitu dibuat dihadapan pejabat yang berwgn&ntuk itu pula perlu diperhatikan
mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjiabagaemana diatur dalam Pasal 1320 BW,
yaitu : kesepakatan, kecakapan untuk membuat @estkatan, suatu hal tertentu dan suatu
sebab yang halal.

Untuk memiliki satuan rumah susun dagitakukan dengan perjanjian jual beli,
dimana proses jual beli sarusun yang dilakukanlsebpembangunan rumah susun selesai,
melalui suatu tindakan hukum dengan membuat suatjarpian awal yaitu Perjanjian
Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat dihadapatarl$é, sebagaimana diatur di dalam
Pasal 43 ayat (1) UURS, tentunya setelah memerarbygaratan sebagaimana diatur dalam
Pasal 43 ayat (2) UURS. Dengan dibuatnya perjamjiammaka mulailah terjalin hubungan
hukum antara pengembang (developer) dan pembelglpmi) yang menimbulkan hak dan
kewajiban pada masing-masing pihak.

PPJB yang dibuat dengan tujuan untuk mengamankgrenkagan penjual/
Pengembang/developer dan calon pembeli satuan r@omsim/ Pemesan dan merupakan
salah satu kekuatan hukum sekaligus jaminan hukada paat membeli rumah, maka
dirasakan perlunya pengaturan secara khusus mengetaman perikatan jual beli SRS
yang kemudian dituangkan dalam Kepmenpera No. IMI#8(FP94 tentang Pedoman
Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun.

Namun pada umumnya perjanjian jual beli atau sewenyewa pada suatu
perumahan, bila kita perhatikan tercantum bebekémesula baku yang seolah menjadi baku
dan sudah lazim dipergunakan dalam perjanjian lpadil yang telah dipersiapkan terlebih
dulu oleh developer. Yang dimaksud Klausula bakumung Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPKJahdsetiap aturan atau ketentuan

dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan danagitan terlebih dahulu secara sepihak oleh

SBurhanudin Ali SDB & Nathanilea St@0 Contoh Perjanjian (Kontrak), Jakarta, Hi-Fest Publishing,
Cetakan IIl, 2009, hal. 14
4 Hatta Isnaini Wahyu Utom@®@p.Cit., hal. 54
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pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumsfatda perjanjian yang mengikat dan
wajib dipenuhi oleh konsumen.

Klausula baku merupakan aturan sepihak dalam laijtéaktur/bon, perjanjian, atau
dokumen lainnya dalam transaksi jual beli yang aamgerugikan konsumen. Dibuatnya
klausula baku menyebabkan posisi konsumen sangwhladibandingkan dengan pelaku
usaha. Banyak konsumen yang belum mengetahui tektansula baku yang terjadi dalam
jual-beli rumah. UUPK melarang adanya klausula bl&kiena mengandung delapan daftar
negatif, diantaranya karena isinya mengurangi, naasn menghapuskan kewajiban atau
tanggungjawab pelaku usaha dan isinya menciptakarajibban atau tanggungjawab yang
dibebankan pada konsumen. Pencantuman klausula dalum dokumen promosi dan
transaksi diperbolehkan sepanjang tidak bertentadgagan Undang-Undang.

Rumah susun dalam hukum Indonesia merupakan ruraag gibentuk dengan
sistemcondominium, sebagaimana ditemukan dalam penjelasan umunuRerd®emerintah
Nomor 4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun, yang matkgb “Sistem pemilikan
perseorangan dan hak bersacadominium)”.

Dalam sistentcondominium ini terdapat pemilikan individual atas satuan ruraasun
yang merupakan hak penghuni. Disamping itu terdapéit pemilikan bersama atas tanah
dimana bangunan tersebut terlet@orfimon areas), hak milik bersama atas sarana-sarana
bangunan dommon elements) misal corridors, lift, instalasi listrik, kebun, tempat rekreasi,
kolam renang, lobi, garasi dan lain sebagainya ydaygat digunakan bersama oleh para
penghun?

Sistemcondominium ini dapat dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (4), (%) @& UURS,
yang memuat tentang pengertian tanah bersama, nbdgissama dan benda bersama.
Menurut Oloan Sitorus dan Balans Sebayang adgd fentuk sistem pemilikan, yaitt :

1. Sistem pemilikan perseorangan

2. Sistem pemilikan bersama yang terikat

3. Sistem pemilikan perseorangan yang sekaligus diegrigdengan sistem pemilikan
bersama yang bebé&sondominium).

Bila dilihat dari ketiga bentuk sistem kepemilikemsebut diatas, maka sistem kepemilikan

rumah susun jelas merupakan kategori sistem peamilletiga (huruf c).

5 M.Rizal Alif, Analisis Kepemilikan Hak Atas Tanah Satuan Rumah Susun di Dalam Kerangka Hukum
Benda, Bandung, Nuansa Aulia, Cetakan |, Maret 2009, 1l

6 Oloan Sitorus dan Balans Sebayarpndominium dan Permasalahannya, Yogyakarta, Mitra
Kebijakan Tanah Indonesia, Cetakan Pertama, 139318
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Guna memberikan kedudukan atau sebagai dasar umarkberikan kedudukan
sebagai benda tak bergerak yang dapat menjadi @geklikan serta untuk memberikan
landasan bagi sistem pemilikan atas SRS diwajibkdanya pengaturan atas bagian
bangunan yang masing-masing dapat dimiliki secarpisah yang mengandung hak atas
bagian bersama, benda bersama dan tanah bers&emaldiengan pemisah&®emisahan
menjelaskan bagian-bagian satuan rumah susun d&lamk gambar dan uraian yang dibuat
sebelum pelaksanaan pembangunan rumah susun, yaabgkah oleh instansi yang
berwenang sesuai dengan peraturan perundang-umdamagg berlaku, yang merupakan

kewajiban penyelenggara pembangunan (Pasal 2%19ydtURS).

Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Satuan Rumah Susun Apabila Penjual Wanprestasi

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dimgihak yang satu menyanggupi akan
menyerahkan hak milik atas suatu barang sedangkaak painnya menyanggupi akan
membayar sejumlah uang sebagaimana hardgariyari pengertian ini maka perjanjian jual
beli merupakan perjanjian timbal balik yang meledur hak dan kewajiban bagi penjual dan
pembeli.

Hak dan kewajiban bagi penjual dan pembeli timkard ddanya hubungan hukum,
dimana hubungan hukum ini bersumber dari adanyjarpen yang telah dibuat oleh kedua
belah pihak, adapun unsur-unsur yang harus admgsdganjian adalah sebagai berikdt :

1. Adanya kaidah hukum
2. Subyek hukum

3. Adanya prestasi

4. Kata Sepakat

5. Akibat hukum

Dalam perjanjian jual beli secara umum hak dan kbama penjual dan pembeli
adalah:

1. Menurut Pasal 1474 BW, penjual mempunyai dua kéaajutama, yaitu:
a. Menyerahkan barangnya;
b. Menanggung barang yang dijual ;

7 Imam SutiknoBeberapa Permasalahan Tentang Rumah Susun, Jakarta, Pelita llmu, 2007, hal. 65
8 Subekti,Hukum Perjanjian, Jakarta, Intermasa, Cetakan 21, 20@8. 161-162
9 Burhanudin Ali SDB & Nathanilea St@p.Cit, hal. 14
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Penanggungan yang menjadi kewajiban si penjuahdeayh si pembeli menurut Pasal
1491 BW adalah untuk menjamin dua hal, yaitu:

1) Menjamin penguasaan benda yang dijual secara aamatedteram.

2) Menjamin tidak adanya cacad barang yang tersembunyi

Disamping itu, menurut ketentuan Pasal 1473 BW,rasep penjual diwajibkan
menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikatkayaldan segala janji yang tidak
terang akan ditafsir untuk kerugiannya.

2. Kewajiban utama untuk pembeli adalah membayar hpegabelian, pada waktu mana
dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut panandika pada waktu membuat
perjanjian tidak ditetapkan tempat dan waktu peratmy, maka si pembeli harus
membayar di tempat dan pada waktu di mana penyerhaeus dilakukan. Apabila si
pembeli tidak membayar harga pembelian, maka supkdapat menuntut pembatalan
perjanjiant®

Akibat hukum yang timbul dari adanya hubungan hukyang kemudian
memunculkan hak dan kewajiban. Dimana hak merupk&aikmatan sedangkan kewajiban
merupakan bebalt. Maka timbal balik dari pada kewajiban-kewajilpemjual dan pembeli
tersebut adalah hak yang harus diterima oleh penjaa pembeli. Hak penjual adalah
menerima uang dari pembeli sebagaimana yang tetspakati dan hak pembeli adalah
menerima apa yang dikehendaki dari yang diperjanjildak dan kewajiban bagi para pihak
(penjual dan pembeli) dalam jual beli SRS sudatergrdalam PPJB yang pembuatannya
berdasarkan Kepmenpera No. 9/1995.

Wanprestasi dari developer bisa jadi berawal dadanmasa promosi, yaitu saat
dibuatnya brosur-brosur atau iklan-iklan dari bgdamedia, bisa juga berawal dari
perjanjian perikatan jual beli yang dibuat.

Bentuk-bentuk wanprestasi pengembang/developertaldin dapat berupa :

1. Gagal atau terlambat membangun satuan rumah susun ;

2. Bangunan disengketakan karena status tanah ;

3. Sertifikat masih berbentuk sertifikat induk dan kdmak bersedia untuk dilakukannya
pemecahan sertifikat induk ;

4. Pengembang bangkrut sehingga sertifikat yang dijamaebagai jaminan tidak dapat
dikeluarkan oleh bank.

10 P N.H.Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata leden Jakarta, Djambatan, 1999, hal. 356
1 Burhanudin Ali SDB & Nathaniela StgQp.Cit., hal. 14
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Demi menjamin perlindungan hukum bagi pembeli satmamah susun sebagai
konsumen, maka di dalam perjanjian pengikatan el selain dicantumkan secara tegas :
harga, cara pembayaran, spesifikasi satuan rumsimsyang dibeli, hak dan kewajiban
penjual dan pembeli, klausula pembatalan jual @hinan penjual atas mutu dan status
yang jelas satuan rumah susun, klausula ganti mgsa berlakunya perjanjian, juga di
cantumkan Kklausula tentang penyelesaian perselisibida ada perselisihan apakah
diselesaikan di peradilan umum atau di Badan Aabér

PENUTUP
Kesimpulan

Hubungan hukum antara penjual (developer) dan pkeiddem PPJB adalah sebagai
penjual dan pembeli, dimana developer/pengembabggsé penjual SRS dan pembeli
adalah sebagai pembeli SRS dengan didasari hukgemjen jual beli yang diatur didalam
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). PPJB yailuad dengan tujuan untuk
mengamankan kepentingan penjual/pengembang/develapecalon pembeli SRS/pemesan
dan merupakan salah satu kekuatan hukum sekalggnmsmgn hukum pada saat membeli
SRS, maka harus sesuai dengan Kepmenpera No. 13/K&94. Perlindungan hukum bagi
konsumen dapat berupa suatu tuntutan atas PPJB tgtaig dibuat dan ditandatangani,
dimana tuntutan tersebut dapat diajukan kepadarBAdaitrase dan atau Peradilan Umum
setempat, penyelesaian perselisihan melalui Badhitrdse sesuai dengan Permenpera No.
11/KPTS/1994.

Saran

Perlu adanya upaya dari pemerintah maupun lembagsuknen untuk sosialisasi dan
memberikan kesadaran kepada konsumen agar lebimatelalam mengadakan hubungan
hukum dengan developer dalam pembelian rumah sagamdapat melindungi kepentingan

para pihak.
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